KAK/TOR KEGIATAN
PENERAPAN PANDUAN MUTU IKAN ASAP DI IKM IKAN ASAP MALUKU TENGAH
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Layanan

Volume : 1 Layanan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata
Kerja Kementerian Perindustrain;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian.

2. Gambaran Umum
Pasal 3, diktum (a) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai

Riset dan Standardisasi Industri. Baristand Industri menyelenggarakan fungsi pelaksanaan



3.

penelitian dan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses,
peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, hasil litbangyasa Baristand Industri Ambon harus dapat
meningkatkan daya saing industri di daerah yang secara langsung berkontribusi terhadap daya
saing industri nasional. Salah satu usaha dalam meningkatkan daya saing industri adalah dengan
melakukan penerapan hasil litbangyasa ke industri. Proses penerapan ini akan dapat memberikan

hasil yang baik bagi efektivitas dan efisiensi proses produksi

Tujuan/Sasaran
Implementasi hasil penelitian Penerapan Panduan Mutu lkan Asap pada industri kecil dan

mengengah lkan Asap, Kabupaten Meluku Tengah.

Ruang Lingkup Kegiatan
- Perencanaan
- Pelaksanaan kegaitan penerapan litbangyasa

- Evaluasi dan pelaporan

B. Penerima Manfaat

IKM Ikan Asap di Kabupaten Maluku Tengah dan Baristand Industri Ambon yang mendapatkan mitra

industry untuk kerjasama penerapan hasil litbangyasa.

C. Strategi Pelaksanaan.

d.

b.

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola
Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi:

a. Perencanaan

b. Pelaksanaan

c. Evaluasi



Bulan
No Uraian Kegiatan

1. Perencanaan

D. Biaya
Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penerapan Panduan Mutu lkan Asap tahun 2019
adalah sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibebankan atas
sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2019

dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow




KAK/TOR KEGIATAN
IMPLEMENTASI EKSTRAKTOR KITIN DAN KITOSAN DARI LIMBAH KULIT UDANG
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan . Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Layanan

Volume : 1 Layanan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata
Kerja Kementerian Perindustrain;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian.



2. Gambaran Umum

Pasal 3, diktum (a) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Riset dan Standardisasi Industri. Baristand Industri menyelenggarakan fungsi pelaksanaan
penelitian dan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses,
peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, hasil litbangyasa Baristand Industri Ambon harus dapat
meningkatkan daya saing industri di daerah yang secara langsung berkontribusi terhadap daya
saing industri nasional. Salah satu usaha dalam meningkatkan daya saing industri adalah dengan
melakukan komersialisasi hasil litbang ke industri. Komersialisasi hasil litbangyasa diawali dengan
proses diseminasi, pererapan dan implementasi. Semakin banyak hasil litbangyasa suatu industry
terkomersialisasi, maka kualitas litbangyasa institusi tersebut semakin baik. Proses implementasi
hasil litbangyasa ini akan dapat memberikan hasil yang bai bagi efektivitas dan efisiensi proses

produksi.

3. Tujuan/Sasaran
Implementasi hasil penelitian Ekstraktor Kitin dan Kitosan pada industry eksport Udang beku di

Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Meluku Tengah.

4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Perencanaan
- Pelaksanaan kegaitan penerapan litbangyasa

- Evaluasi dan pelaporan

. Penerima Manfaat
Industri eksport udang beku di Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah dan Baristand

Industri Ambon yang mendapat mitra industri untuk kerjasama implementasi hasil litbangyasa.

. Strategi Pelaksanaan.
a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola
b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi:



d. Perencanaan
e. Pelaksanaan

f. Evaluasi

Bulan
No Uraian Kegiatan

1. Perencanaan

2. Pelaksanaan

3. Evaluasi

D. Biaya
Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Implementasi Ekstraktor Kitin dan Kitosan dari Limbah
Kulit Udang tahun 2019 adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang dibebankan atas
sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2019

dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
TEKNOLOGI PENYULINGAN MINYAK NILAM SISTEM STEAM KONDENSOR SPIRAL
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan . Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Layanan

Volume : 1 Layanan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata
Kerja Kementerian Perindustrain;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian.



2. Gambaran Umum

Pasal 3, diktum (a) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Riset dan Standardisasi Industri. Baristand Industri menyelenggarakan fungsi pelaksanaan
penelitian dan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses,
peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, hasil litbangyasa Baristand Industri Ambon harus dapat
meningkatkan daya saing industri di daerah yang secara langsung berkontribusi terhadap daya
saing industri nasional. Salah satu usaha dalam meningkatkan daya saing industri adalah dengan
melakukan kegiatan penyelesaian permasalahan yang terjadi di industri. Problem solving hasil
litbangyasa diawali dengan proses ditemukannya permasalahan yang terjadi di industri, yang
dilanjutkan dengan proses penelitian dan pengembangan yang kemudian menghasilkan paket
teknologi yang dipakai untuk menyelesaikan persoalan di industri. Semakin banyak hasil litbangyasa
suatu institusi yang dapat menyelesaikan persoalan di industri maka kualitas litbangyasa industri
tersebut semakin baik. Proses problem solving paket teknologi yang dapat menyelesaikan
persoalan di industri ini akan dapat memeberikan kontribusi positif bagi pengembangan industri

daerah dan nasional

3. Tujuan/Sasaran
Aplikasi alat penyulingan minyak Nilam sistem steam kondensor spiral di Industri Minyak Atsiri

Taeno Kota Ambon.

4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Perencanaan
- Pelaksanaan kegaitan penerapan litbangyasa

- Evaluasi dan pelaporan

B. Penerima Manfaat
Industri Minyak Atsiri Taeno dan Baristand Industri Ambon yang mendapatkan mitra industri untuk

kerjasama penerapan hasil litbangyasa.



C. Strategi Pelaksanaan.

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola
b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi:

a. Perencanaan
b. Pelaksanaan
c. Evaluasi
Bulan
No Uraian Kegiatan
6|7 |8|9|10[11|12
1. Perencanaan
2. |Pelaksanaan
3.  |Evaluasi
D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Teknologi Penyulingan Minyak Nilam Sistem Steam

Kondensor Spiral tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu

rupiah), yang dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri

Ambon Tahun Anggaran 2019 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
MODIFIKASI PIPA KONDENSOR PENYULINGAN MINYAK ATSIRI
MENGGUNAKAN SISTEM MULTITUBULAR
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Layanan

Volume : 1 Layanan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata
Kerja Kementerian Perindustrain;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian.



2. Gambaran Umum

Penyulingan adalah suatu proses isolasi minyak atsiri dari bahan bakunya dengan bantuan uap air,
dimana minyak dan air tidak bercampur. Karena sifat minyak atsiri yang demikian, maka kandungan
minyak dalam kondensat (campuran air dan minyak yang keluar dari kondensor) berbeda untuk
setiap jenis bahan minyak atsiri.

Pipa pendingin distilat sebaiknya dibuat dari stainless steel karena tahan karat sehingga warna
minyak akan lebih cerah. Penggunaan pipa besi/ledeng kurang baik karena mudah berkarat. Tipe
pipa pendingin dapat berupa lingkaran (coil), segi empat dan banyak pipa (multitubular). Tubular
adalah metode pendinginan tidak langsung yang menggunakan pipa pemindah panas berbahan
logam tahan karat berliku atau lurus. Diameter pipa relatif kecil dibandingkan dengan kecepatan
aliran produk, sehingga kecepatan alir produk sangat tinggi dan tercipta aliran turbulen pada
prosesnya. Aliran produk yang turbulen dapat meningkatkan laju perpindahan panas. Pipa kecil
(tubular) tersusun dalam pipa yang lebih besar (jaket). Air pendingin masuk ke dalam pipa besar
(jaket) tersebut untuk pendinginan produk yang berada di dalam pipa kecil (tubular). Pemindahan
panas tipe tubular ini biasanya tersusun secara horizontal. Pendingin tipe tubular mempunyai
beberapa keunggulan antara lain mempunyai daya mendinginkan sangat baik, membutuhkan
tempat lebih sedikit dan sistem ini sangat cocok untuk penyulingan kapasitas besar. Untuk itulah

maka kami mencoba memodifikasi pipa pendingin kami dengan menggunakan sistim multi tubular.

3. Tujuan/Sasaran
Menghasilkan pendinginan alat penyulingan minyak atsiri yang baik, tidak membutuhkan tempat

yang luas dan cocok untuk penyulingan kapasitas besar.

4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Persiapan

Penelitian

- Pembuatan pipa kondensor

- Pelaporan

B. Penerima Manfaat

Masyarakat dan pengusaha minyak atsiri



C. Strategi Pelaksanaan.

c. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola
d. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi:

a. Perencanaan
b. Pelaksanaan
c. Evaluasi
Bulan
No Uraian Kegiatan
6|7 |8|9|10[11|12
1. |Persiapan alat dan bahan
2. |Membuat gambar rencana
modifikasi pipa kondensor
3. |Pembuatan pipa kondensor
multitubular
4. | Uji coba pipa kondensor
multitubular
5. |Pelaporan
D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Modifikasi Pipa Kondensor Penyulingan Minyak Atsiri

Menggunakan Sistem Multitubular tahun 2019 adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),

yang dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Tahun Anggaran 2019 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
HIDROLISIS POLISAKARIDA RUMPUT LAUT
MENJADI GULA CAIR UNTUK SEDIAAN INDUSTRI PANGAN
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Layanan

Volume : 1 Layanan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata
Kerja Kementerian Perindustrain;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian.



2. Gambaran Umum

Permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan produksi gula nasional adalah (1) sulitnya
mendapat lahan yang cocok untuk tanaman tebu, (2) pembangunan pabrik gula harus terpadu
dengan perkebunan tebu, (3) investasi yang besar, (4) resiko akibat penyakit tanaman tebu,
anomali iklim dan tidak ada jaminan harga.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, perlu dipertimbangkan bahan baku alternatif dalam
memproduksi gula untuk memenuhi kebutuhan industri. Bahan baku yang digunakan adalah
rumput laut yang merupakan komoditas yang cukup potensial karena memiliki beberapa kelebihan
dibandingkan tanaman darat, diantaranya dapat tumbuh lebih cepat, dan mudah untuk

dibudidayakan di laut tanpa membutuhkan modal yang besar.

3. Tujuan/Sasaran
Modifikasi struktur pati yang ada dalam tepung Sagu untuk mendapatkan karakteristik sifat

rheology yang cocok digunakan untuk subtitusi tepung terigu.

4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Persiapan
- Penelitian

- Pelaporan

B. Penerima Manfaat

Masyarakat dan petani Sagu

C. Strategi Pelaksanaan.
a. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola
b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi:
a. Perencanaan
b. Pelaksanaan

c. Evaluasi



Bulan
No Uraian Kegiatan
6789 |10(11]|12
1. |Studi literature dan konsultansi
2. |Sampling
3. |Studibanding
4, Persiapan alat dan bahan
5. Pembuat produk
6. Pengujian mutu
7. | Analisa dan tabulasi data
8. |Pelaporan
D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Hidrolisis Polisakarida Rumput Laut menjadi Gula Cair

untuk Sediaan Industri tahun 2019 adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang

dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun

Anggaran 2019 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
PEMANFAATAN IKAN RUCAH DAN AMPAS TAHU SEBAGAI SEDIAAN PANGAN OLAHAN
BALAI RISET DAN STANDARDISAS! INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Layanan

Volume : 1 Layanan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata
Kerja Kementerian Perindustrain;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian.



2. Gambaran Umum

Pemanfaatan jenis ikan Layang Merah hanya sebatas pemanfaatan sebagai pakan dan umpan untuk
hiu. Berdasarkan pemikiran tersebut, untuk meningkatkan pemanfaatan dan nilai komersial dari

ikan Layang Ekor Merah, dilakukan penelitian tentang “Pemanfaatan lkan Rucah Dan Ampas Tahu

Sebagai Sediaan Pangan”. Kegiatan penelitian ini

(Pemanfaatan Ikan Rucah Dan Ampas Tahu Sebagai Tepung Alternatif). Penelitian ini dititikberatkan
pada teknologi proses pembuatan tepung untuk sediaan pangan, khususnya pada makanan ringan.
Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan teknologi proses pembuatan Tepung lkan dan
Ampas Tahu yang dapat dimanfaatkan untuk sediaan pangan alami khususnya pembuatan

makanan ringan Stick dan Krupuk. Tujuan dari penelitian ini adalah memanfaatkan lkan Rucah dan

Ampas Tahu untuk sediaan pangan alami.

3. Tujuan/Sasaran

Memanfaatkan lkan Rucah dan ampas Tahu untuk sediaan pangan alami

4. Ruang Lingkup Kegiatan

- Persiapan

- Penelitian

- Pelaporan

B. Penerima Manfaat

Masyarakat nelayan di Maluku

C. Strategi Pelaksanaan.

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi:

a.
b.

C.

Sampling
Persiapan bahan dan alat
Proses pembuatan tepung ikan dan ampas tahu

Uji Laboratorium

merupakan kegiatan lanjutan Tahun 2018



Pelaporan

Bulan
No Uraian Kegiatan
6789 |10(11]|12
1. |Studi literature
2. |Persiapan alat dan bahan
3. |Sampling
4. Proses pembuatan tepung
5. Uji laboratorium
6. |Pelaporan
D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penelitian Pemanfaatan lkan Rucah dan Ampas Tahu

Sebagai Sediaan Pangan tahun 2019 adalah sebesar Rp. 15.070.000,- (/ima belas juta tujuh puluh ribu

rupiah), yang dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri

Ambon Tahun Anggaran 2019 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



A.

Kementerian Negara/Lembaga
Unit Eselon |
Program

Hasil

Unit Eselon Il/Satker

Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Satuan Ukur Dan Jenis Keluaran

Volume

Latar Belakang

KAK/TOR KEGIATAN

Kementerian Perindustrian

Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri (BPPI)

Pengembangan Kemampuan Teknologi

1. Pengembangan Teknologi Proses Penyulingan Minyak
Atsiri

2. Peningkatan Rendemen Dan Mutu Minyak Atsiri

Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon.

Modifikasi Pipa Kondensor Penyulingan Minyak Atsiri

Menggunakan Sistem Multitubular

Pengembangan Teknologi Proses Penyulingan Minyak Atsiri

Hasil Penelitian Berupa :

1. Pipa kondensor tipe multitubular hasil modifikasi

2. Hasil ujicoba pipa pendingin multitubular

3. Peningkatan Rendemen Dan Mutu Minyak Atsiri

1 (satu) Laporan

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi modifikasi pipa kondensor alat penyuling

minyak atsiri.

2. Gambaran Umum

Minyak atsiri merupakan salah satu produk alam Indonesia yang digunakan secara luas sebagai

bahan dasar obat-obatan, parfum, sebagai flavor dan pengawet makanan, aromaterapi,

pestisida nabati dan sebagainya. Di pasar dunia terdapat sekitar 90 jenis minyak atsiri yang

diperdagangkan, sementara di Indonesia tumbuh 40 jenis tanaman minyak atsiri dan 14

diantaranya menjadi komoditi ekspor (minyak sereiwangi, minyak akarwangi, minyak nilam,

minyak pala, minyak daun cengkeh, minyak kenanga, minyak cendana, minyak anis/adas, minyak

jahe, minyak massoi, minyak lada, minyak kayu putih, minyak daun jeruk purut dan minyak

kemukus). Minyak-minyak atsiri tersebut diekspor sebagai minyak utuh (crude oil), kecuali



minyak daun cengkeh yang sudah banyak dibuat derivat (turunannya) di dalam negeri. Total
ekspor minyak atsiri Indonesia dan turunannya pada tahun 2011 > USD 150,000,000, sementara
nilai total perdagangan minyak atsiri dan turunannya di seluruh dunia USD 3.000.000.000 dan
setiap tahun bertambah sekitar 5%. Di pasar internasional, mutu minyak atsiri Indonesia harus
bersaing dengan minyak atsiri dari negara lain.

Usaha produksi minyak atsiri sebagian masih dilakukan oleh para pengrajin dan merupakan
usaha sampingan. Oleh karena itu cara-cara produksi minyak atsiri khususnya cara penanganan
bahan dan metode penyulingan seringkali dilakukan tanpa memperhatikan factorfaktor teknis
yang dapat mempengaruhi rendemen maupun mutu minyak atsiri yang dihasilkan. Petunjuk
teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman singkat cara penanganan bahan dan penyulingan
minyak atsiri sesuai dengan prosedur operasional standar terutama bagi para pemula yang
melakukan usaha produksi minyak atsiri.

Penyulingan adalah suatu proses isolasi minyak atsiri dari bahan bakunya dengan bantuan uap
air, dimana minyak dan air tidak bercampur. Karena sifat minyak atsiri yang demikian, maka
kandungan minyak dalam kondensat (campuran air dan minyak yang keluar dari kondensor)
berbeda untuk setiap jenis bahan minyak atsiri.

Pipa pendingin distilat sebaiknya dibuat dari stainless steel karena tahan karat sehingga warna
minyak akan lebih cerah. Penggunaan pipa besi/ledeng kurang baik karena mudah berkarat. Tipe
pipa pendingin dapat berupa lingkaran (coil), segi empat dan banyak pipa (multitubular). Tubular
adalah metode pendinginan tidak langsung yang menggunakan pipa pemindah panas berbahan
logam tahan karat berliku atau lurus. Diameter pipa relatif kecil dibandingkan dengan kecepatan
aliran produk, sehingga kecepatan alir produk sangat tinggi dan tercipta aliran turbulen pada
prosesnya. Aliran produk yang turbulen dapat meningkatkan laju perpindahan panas. Pipa kecil
(tubular) tersusun dalam pipa yang lebih besar (jaket). Air pendingin masuk ke dalam pipa besar
(jaket) tersebut untuk pendinginan produk yang berada di dalam pipa kecil (tubular).
Pemindahan panas tipe tubular ini biasanya tersusun secara horizontal. Pendingin tipe tubular
mempunyai beberapa keunggulan antara lain mempunyai daya mendinginkan sangat baik,
membutuhkan tempat lebih sedikit dan sistem ini sangat cocok untuk penyulingan kapasitas
besar.  Untuk itulah maka kami mencoba memodifikasi pipa pendingin kami dengan

menggunakan sistim multi tubular.



B. Penerima Manfaat

Masyarakat/pengusaha minyak atsiri.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup :

Persiapan bahan dan alat, meliputi aktifitas dalam pengadaan bahan — bahan dan peralatan
yang diperlukan dalam penelitian agar maksud, tujuan dan sasaran dapat tercapai

Proses penelitian, dimana kegiatan ini dilakukan mulai dari membuat gambar rencana
modifikasi pipa kondensor.

Pembuatan pipa kondensor.

Uji coba pipa kondensor.

Pelaporan, dimana dicantumkan semua hasil yang telah diperoleh dalam kegiatan penelitian

yang dilakukan.

Metoda Pelaksanaan

Swakelola

Metode dan tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut :

Persiapan bahan dan peralatan

Gambar rencana modifikasi pipa kondensor
Pembuatan pipa kondensor multitubular
Uji coba

Pelaporan

D. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.



Tabel 1. Matriks Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Sep

Okt

Bulan
No Kegiatan
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei |Jun |Jul | Agt

1 | Persiapan alat dan bahan
2 | Membuat gambar rencana

modifikasi pipa kondensor
3 | Pembuatan pipa kondensor

multitubular
7 | Uji coba pipa kondensor

multitubular
8 | Pelaporan

Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan kegiatan penelitian Modifikasi pipa kondensor penyulingan

minyak atsiri menggunakan sistim multitubular dibebankan pada anggaran DIPA 2019 sebesar Rp

10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)

Waktu Pencapaian Keluaran

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) bulan, mulai bulan Januari sampai dengan

Oktober 2019.

Biaya Yang Diperlukan

Rincian biaya tersebut dapat dilihat pada lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Ambon, 31 Juli 2018

Baristand Industri Ambon

Kepala,

Henry Pajow



Kementerian Negara/Lembaga
Unit Eselon |
Program

Hasil

Unit Eselon Il/Satker

Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Satuan Ukur Dan Jenis Keluaran

Volume

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN

Kementerian Perindustrian

Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri (BPPI)
Pengembangan Kemampuan Teknologi Proses

1. Peningkatan Teknologi Proses Pembuatan Tepung

2. Data karakteristik produk Tepung lkan Dan Ampas Tahu.
Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon.

Penelitian Proses (Pemanfaatan lkan Rucah Dan Ampas Tahu
Sebagai Sediaan Pangan).”

Peningkatan teknologi proses pembuatan tepung lkan Rucah
dan Ampas Tahu.

Hasil Penelitian Berupa :

1. Produk Tepung lkan Rucah dan Ampas Tahu

2. Data (nilai) karakteristik produk

1 (satu) Laporan

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi proses pembuatan tepung dari lkan dan

Ampas Tahu sebagai sediaan pangan alami.

2. Gambaran Umum

Berdasarkan hasil Kajian stock tahun 2004 oleh Pusat Riset Perikanan Tangkap BRKP DKP dan Pusat
Penelitian dan Pengembangan Oseanologi LIPI pada 3WPP di Maluku vyaitu Laut Banda, Laut
Arafura, Laut Seram dan sekitarnya maka potensi sumberdaya ikan di provinsi Maluku adalah
sebesar : 1.640.160 ton/tahun yang terdiri dari : lkan Pelagis Besar (261.490 ton/tahun), lkan
Pelagis Kecil (980.100 ton/tahun), lkan Demersal (295.500 ton/tahun), lkan Karang (47.700
ton/tahun), Udang (44.000 ton/tahun), Lobster (800 ton/tahun), Cumi (10.570 ton/tahun).

Diantara jenis ikan tersebut di atas, ikan Layang (Decapterus spp) termasuk dalam golongan ikan
pelagis yang juga merupakan salah satu potensi perikanan Maluku. Ikan Layang di Ambon dikenal
dengan nama ikan Momar termasuk dalam suku Carangidae, sangat diminati karena selain

dikomsumsi masyarakat, ikan Layang/Momar ini juga merupakan ikan umpan untuk penangkapan



ikan hiu, juga sebagai pakan rucah untuk kegiatan budidaya. Namun jenis ikan Layang ekor merah
(Decapterus kuroides) kurang disukai. Dikarenakan rasa dagingnya yang hambar, juga ikan tersebut

cepat busuk dibandingkan jenis ikan lain. Potensi ikan Layang sangat besar di Maluku. (Tabel 1).

Tabel 1. Data Produksi lkan Layang.

TAHUN PRODUKSI (TON) NILAI Rp. (000)
2001 4.151,7 6.415,392
2002 6.828,7 19.650,150
2003 8.914,4 26.306,030
2004 15.518,6 45.364,820
2005 19.098,6 63.343.050
2006 35.127,5 109.004,857

Potensi ampas tahu per hari 4.000 kg/hari untuk 1 tempat usaha Tahu. Hasil potensi ini diperoleh
dari hasil survei ke pengusaha pada bulan Juni 2018.

Pemanfaatan jenis ikan tersebut hanya sebatas pemanfaatan sebagai pakan dan umpan untuk hiu.
Berdasarkan pemikiran tersebut, untuk meningkatkan pemanfaatan dan nilai komersial dari ikan
Layang Ekor Merah, dilakukan penelitian tentang “Pemanfaatan lkan Rucah Dan Ampas Tahu
Sebagai Sediaan Pangan”. Kegiatan penelitian ini merupakan kegiatan lanjutan Tahun 2018
(Pemanfaatan lkan Rucah Dan Ampas Tahu Sebagai Tepung Alternatif). Penelitian ini dititikberatkan
pada teknologi proses pembuatan tepung untuk sediaan pangan, khususnya pada makanan ringan.
Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan teknologi proses pembuatan Tepung lkan dan
Ampas Tahu yang dapat dimanfaatkan untuk sediaan pangan alami khususnya pembuatan
makanan ringan Stick dan Krupuk. Tujuan dari penelitian ini adalah memanfaatkan lkan Rucah dan
Ampas Tahu untuk sediaan pangan alami.

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah peningkatan teknologi proses pembuatan tepung yang
tepat guna dan berhasil guna dalam pemanfaatannya sebagai bahan sediaan pangan alami dalam
diversifikasi produk makanan ringan Stick dan Krupuk. Sebagai keluaran dari kegiatan penelitian ini
adalah produk tepung ikan dan Ampas Tahu ddan besaran (nilai) karakteristiknya sebagai bahan

pangan alami.



B. Penerima Manfaat

Masyarakat/pengusaha ikan (nelayan) dalam bidang pangan makanan..

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup :

* Sampling, dimana kegiatan ini direncanakan di Kabupaten Maluku Tengah untuk pengadaan
bahan baku ikan Layang ekor merah. Dan Kota Ambon untuk bahan baku ampas tahu.

* Persiapan bahan dan alat, meliputi aktifitas dalam pengadaan bahan — bahan dan peralatan yang
diperlukan dalam penelitian agar maksud, tujuan dan sasaran dapat tercapai

* Proses pembuatan tepung ikan dan ampas tahu.

* Uji laboratorium, dimana tepung dari ikan dan ampas tahu yang diperoleh dilakukan uji
laboratorium guna melihat kandungan mutu terdapat dalam produk tepung dan dibandingkan
dengan tepung terigu (Standar).

* Pelaporan, dimana dicantumkan semua hasil yang telah diperoleh dalam kegiatan penelitian yang
dilakukan.

Metoda Pelaksanaan

Swakelola

Metode dan tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut :

® Persiapan bahan dan peralatan

e Proses pembuatan tepung ikan dan ampas tahu

e Pengujian

e Pelaporan



Metoda kerja dari kegiatan penelitian ini, yakni :

Proses Penelitian sebagai berikut : (Gambar 2)

Ikan Layang ekor
merah & ampas tahu

Proses pengeringan bahan
baku

Pembuiatan tepung

A 4

Uji Laboratorium

l

Makanan
ringan

Mutu tepung ikan dan Ampas tahu
& mutu produk makanan ringan

Gambar 1. Alur Penelitian Pemanfaatan Ikan Rucah Dan Ampas Tahu Sebagai Tepung Alternatif

D. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.




Tabel 3. Matriks Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Bulan

No Kegiatan

Mei | Jun

1 | Studiliteratur

Persiapan alat dan bahan

Sampling

A W N

Proses pembuatan tepung

dan makanan ringan

5 | Uji laboratorium

6 | Pelaporan

Penelitian dan inovasi berkelanjutan dalam pemanfaatan ikan rucah dan ampas tahu yang berbasis
bioindustri perikanan dan kelautan, menjadi makanan ringan sebagai sumber potensial dalam substitusi
tepung terigu (komersial). Oleh sebab itu konsep alur industri dan kerangka penelitian dalam rangka
pemanfaatan ikan rucah dan ampas tahu sebagai bahan substitusi tepung terigu (komersial). Untuk itu,
perlu dibuat dalam satu roadmap penelitian tahun 2018 — 2020. Roadmap Penelitian “Pemanfaatan lkan

Rucah Dan Ampas Tahu Sebagai Sediaan Pangan ” disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Roadmap Penelitian

No Tahun Judul Penelitian Kegiatan Keterangan

Pelaksanaan

1 2018 Pemanfaatan lkan Rucah Dan 1) Proses pengeringan Peningkatan nilai
Ampas Tahu Sebagai Tepung 2) Pembuatan tepung produk ikan
Alternatif 3) Uji awal raw material Layang bekor

merah & ampas

tahu
2 2019 Pemanfaatan lkan Rucah Dan 1) Pembuatan tepung Peningkatan nilai
Ampas Tahu Sebagai Sediaan ikan laying ekor merah | produk ikan
Pangan & ampas tahu Layang ekor

2) Uji mutu tepung merah & ampas




3) Uji mutu makanan tahu sebagai
ringan bahan pangan
makanan
3 2020 Optimalisasi Pemanfaatan lkan | 1) Pembuatan tepung Pengoptimalian
Rucah Dan Ampas Tahu Sebagai ikan laying ekor merah | nilai produk
Sediaan Pangan & ampas tahu tepung ikan
2) Uji mutu tepung Layang ekor
3) Uji mutu makanan merah & ampas
ringan tahu sebagai
bahan pangan
makanan

Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan kegiatan penelitian “Efektivitas Dan Daya Hambat Antibakteri
Ekstrak glacilaria sp., Lamun Dan Mangrove Terhadap Pembentukan Histamin” dibebankan pada

anggaran DIPA 2018 sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

E. Waktu Pencapaian Keluaran
Penelitian ini akan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) bulan, mulai bulan Januari sampai dengan

Oktober 2019.

F. Biaya Yang Diperlukan

Rincian biaya tersebut dapat dilihat pada lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Ambon, 31 Juli 2018

Baristand Industri Ambon

Kepala,

Henry Pajow




KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN
“MODIFIKASI TEPUNG SAGU UNTUK SUBSITUSI TEPUNG TERIGU DENGAN CARA EKSTRUSI SEBAGAI BAHAN
BAKU
INDUSTRI PANGAN”

Kementerian Negara/Lembaga . Kementerian Perindustrian

Unit Eselon | . Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI)
Program . Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Mendapatkan komposisi tepung sagu termodifikasi sebagai

bahan baku industri pangan

Unit Eselon Il/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan : Modifikasi tepung sagu dengan cara ekstrusi sebagai bahan
baku industri pangan

Indikator Kinerja Kegiatan . Terciptanya komposisi tepung sagu termodifikasi sebagai
bahan baku industri pangan

Satuan Ukur Dan Jenis Keluaran : Hasil penelitian berupa modifikasi tepung sagu dengan cara
ekstrusi dan laporan

Volume .1 (satu) Laporan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan
Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan

penolong, proses, peralatan/mesin dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri.

2. Gambaran Umum
Hingga saat ini, pengolahan tepung sagu masih terbatas hingga proses ekstraksi, dan
pemanfaatannya juga masih terbatas untuk pangan olahan rumah tangga, belum pada skala
industri. Modifikasi struktur pati yang ada dalam tepung sagu diperlukan untuk mendapatkan
karakteristik sifat rheologi yang cocok digunakan untuk subtitusi tepung terigu sebagai bahan
pangan olahan, terutama noodle dan cookies. Oleh karena itu, teknologi modifikasi tepung sagu

dengan teknik ekstrusi untuk bahan baku pangan olahan substitusi terigu perlu diterapkan



B.

C.

Dengan diterapkannya paket teknologi tersebut kepada masyarakat industri, khususnya industri
pangan berbasis pati diharapkan dapat diterapkan dalam skala industri dan dapat menstimulus
tumbuhnya start-up company yang memproduksi sagu flakes untuk substitusi tepung terigu,
sehingga pemanfaatan sagu sebagai bahan baku pangan olahan lebih mudah tersosialisasi ke
masyarakat

Untuk mengatasi hal ini, kebijakan pemerintah yang tepat dapat meningkatkan pemanfaatan sagu
sebagai bahan pangan sedikit demi sedikit. Lembaga penelitian memegang peranan yang penting
untuk mendukung penerimaan sagu oleh masyarakat sebagai upaya diversifikasi pangan. Dengan
penelitian yang terarah, produk berbahan dasar sagu dapat dikembangkan sehingga membuka
peluang penggunaan sagu pada produk komersial. Pengembangan pangan fungsional dari sagu juga
dapat dilakukan. Upaya-upaya ini dapat meningkatkan penggunaan sagu osebagai pangan nasional

sehingga masyarakat dapat menerima sagu sebagai bahan pangan alternative.

Penerima Manfaat
= Masyarakat umum

= Peneliti

Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

= Persiapan bahan dan peralatan
Bahan yang digunakan adalah pati sagu alami, dan empulur sagu, serta tepung sagu proses
kering. Dalam proses modifikasi ini, variabel berubah yang digunakan adalah komposisi/jenis
bahan baku, yaitu: campuran dari empulur sagu dengan pati sagu alami, serta tepung sagu
(proses kering). Sedangkan kondisi operasi yang tetap adalah temperatur, tekanan, dan laju
alir bahan saat ekstrusi. Sedangkan peralatan utama yang digunakan adalah crusher, mixer,
extruder, dryer, diskmill, cyclone, dust collector, dan vibrating screen. Alat proses memiliki

spesifikasi tertentu sesuai dengan kebutuhan proses dan kapasitas.



= Tahapan Penelitian
Sagu termodifikasi dibuat dengan variasi bahan baku baku sebagai berikut:
1. Dari tepung sagu yang dibuat dari proses kering (dry process).
2. Dari empulur sagu yang ditambahkan pati sagu alami.
3. Dari pati sagu alami yang ditambahkan parutan ubikayu kupas.
Ketiga bahan baku tersebut dimodifikasi dengan cara memodifikasi struktur
pati, sehingga mempunyai sifat rheology (swelling power dan RVA pasting
properties) mendekati tepung gandum. Modifikasi dilakukan dengan perlakuan

panas dan tekanan .

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Bulan
No Kegiatan

1. Studi literatur dan konsultansi

Sampling

Studi Banding

Persiapan alat dan bahan

Pembuatan produk

Pengujian mutu

Analisa dan tabulasi data

| N| o vl A PN

Pelaporan

D. Waktu Pencapaian Keluaran
Penelitian ini akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, mulai bulan Januari sampai dengan

Desember 2019.



E. Biaya Yang Diperlukan
Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan kegiatan penelitian ini dibebankan pada anggaran DIPA 2019
sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Rincian biaya tersebut dapat dilihat pada lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Ambon, Juli 2018
Baristand Industri Ambon

Kepala,

HENRY PAJOW



KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN
PENERAPAN HASIL LITBANGYASA

TAHUN 2019
Kementerian Negara/Lembaga . Kementerian Perindustrian
Unit Eselon | . Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI)
Program . Program Penelitian dan Pengembangan Industri
Hasil Hasil Litbangyasa yang dapat diimplementasikan di industri
Unit Eselon Il/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon
Kegiatan . Implementasi hasil litbangyasa di Industri
Indikator Kinerja Kegiatan . Meningkatnya hasil litbangyasa yang terimplementasi di industri
Satuan Ukur dan jenis Keluaran :Jumlah surat perjanjian kerjasama implementasi hasil litbangyasa
Volume 1 (satu) dokumen surat kerjasama

A. Latar Belakang

1.

Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan
o  Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 49/M/IND/PER/6/2006 tanggal 29 Juni 2006

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri.

2. Gambaran Umum

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 49/MIND/PER/6/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri, maka Baristand Industri
mempunyai tugas melaksanakan riset dan standardisasi serta sertifikasi di bidang industri.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Baristand Industri Ambon mempunyai
beberapa fungsi. Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi serta mengikuti perkembangan
teknologi.Hasil litbangyasa Baristand Industri Ambon harus dapat meningkatkan daya saing
industri di daerah yang secara langsung berkontribusi terhadap daya saing industri nasional.
Salah satu usaha dalam meningkatkan daya saing industri adalah dengan melakukan
komersialisasii hasil litbangyasa ke industri. Komersialisasi hasil litbangyasa diawali dengan

proses diseminasi, penerapan dan implementasi. Semakin banyak hasil litbangyasa suatu



institusi terkomersialisasi, maka kualitas litbangyasa institusi tersebut semakin baik. Proses
implementasi hasil litbangyasa ini akan dapat memberikan hasil yang baik bagi efektivitas dan

efisiensi proses produksi.

Penerima Manfaat
Penerima manfaat dari output kegiatan ini adalah pihak eksternal (industri ekspor udang beku, di
Kecamatan Seram Utara,Kabupaten Maluku Tengah) dan Baristand Industri Ambon vyang

mendapatkan mitra industri untuk kerjasama implementasi hasil litbangyasa.

Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Metede pelaksanaan kegiatan ini adalah melalui cara penunjukan langsung .
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi :

a. Perencanaan.

b. Pelaksanaan kegiatan penerapan hasil litbangyasa.

c. Pelaporan

Waktu pelaksanaan :

No

Kegiatan Tahun 2019

112|3|4 |56 |7|8|9]|10]11]12

Perencanaan m

Pelaksanaan Penerapan

D.

Pelaporan

Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran ini adalah selama 12 (dua belas) bulan dari Januari s/d Desember pada

T.A. 2019



Biaya Yang Diperlukan

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk penerapan hasil litbangyasa sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua
Juta Rupiah) yang dibebankan pada DIPA Baristand Industri Ambon Tahun Anggaran 2018 dengan

rincian terlampir pada Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Ambon, Juli 2018
Baristand Industri Ambon
Kepala

Henry Pajow



KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN
PENERAPAN HASIL LITBANGYASA

TAHUN 2019
Kementerian Negara/Lembaga . Kementerian Perindustrian
Unit Eselon | . Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI)
Program . Program Penelitian dan Pengembangan Industri
Hasil : Hasil Litbangyasa yang dapat diterapkan di industri
Unit Eselon Il/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon
Kegiatan . Penerapan hasil litbangyasa di Industri
Indikator Kinerja Kegiatan : Meningkatnya hasil litbangyasa yang terserap di industri
Satuan Ukur dan jenis Keluaran . Jumlah surat perjanjian kerjasama penerapan hasil litbangyasa
Volume : 1 (satu) dokumen surat kerjasama

A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan
o  Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 49/M/IND/PER/6/2006 tanggal 29 Juni 2006

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri.

2. Gambaran Umum

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 49/MIND/PER/6/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri, maka Baristand Industri
mempunyai tugas melaksanakan riset dan standardisasi serta sertifikasi di bidang industri.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Baristand Industri Ambon mempunyai
beberapa fungsi. Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi serta mengikuti perkembangan
teknologi.Hasil litbangyasa Baristand Industri Ambon harus dapat meningkatkan daya saing
industri di daerah yang secara langsung berkontribusi terhadap daya saing industri nasional.
Salah satu usaha dalam meningkatkan daya saing industri adalah dengan melakukan penerapan
hasil litbangyasa ke industri. Proses penerapan ini akan dapat memberikan hasil yang baik bagi

efektivitas dan efisiensi proses produksi.



Penerima Manfaat
Penerima manfaat dari output kegiatan ini adalah pihak eksternal (industri kecil menengah ikan
asap di Kabupaten Maluku Tengah) dan Baristand Industri Ambon yang mendapatkan mitra industri

untuk kerjasama penerapan hasil litbangyasa.

Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Metede pelaksanaan kegiatan ini adalah melalui cara penunjukan langsung .
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi :

a. Perencanaan.

b. Pelaksanaan kegiatan penerapan hasil litbangyasa.

c. Pelaporan

Waktu pelaksanaan :

No Kegiatan Tahun 2019
112|3|4|5|6|7|8|9|10|11 |12

1. | Perencanaan m

2 Pelaksanaan Penerapan

3. | Pelaporan

Waktu Pencapaian Keluaran
Waktu pencapaian keluaran ini adalah selama 12 (dua belas) bulan dari Januari s/d Desember pada

T.A. 2019

Biaya Yang Diperlukan
Perkiraan biaya yang diperlukan untuk penerapan hasil litbangyasa sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu
Juta Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dibebankan pada DIPA Baristand Industri Ambon

Tahun Anggaran 2018 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran Belanja (RAB).



Ambon, Juli 2018
Baristand Industri Ambon
Kepala

Henry Pajow



KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN
PROBLEM SOLVING INDUSTRI

TAHUN 2019
Kementerian Negara/Lembaga . Kementerian Perindustrian
Unit Eselon | . Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI)
Program . Program Penelitian dan Pengembangan Industri
Hasil . Paket Teknologi Hasil Litbangyasa yang dapat menyelesaikan

persoalan industri

Unit Eselon Il/Satker . Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon
Kegiatan . Problem solving Industri
Indikator Kinerja Kegiatan : Meningkatnya hasil litbangyasa yang dapat menyelesaikan

persoalan yang terjadi di industri
Satuan Ukur dan jenis Keluaran . Jumlah surat perjanjian kerjasama konsultansi teknis.

Volume . 1 (satu) dokumen surat kerjasama

A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan
o  Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 49/M/IND/PER/6/2006 tanggal 29 Juni 2006

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri.

2. Gambaran Umum
Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 49/MIND/PER/6/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri, maka Baristand Industri
mempunyai tugas melaksanakan riset dan standardisasi serta sertifikasi di bidang industri.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Baristand Industri Ambon mempunyai
beberapa fungsi. Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi serta mengikuti perkembangan
teknologi.Hasil litbangyasa Baristand Industri Ambon harus dapat meningkatkan daya saing
industri di daerah yang secara langsung berkontribusi terhadap daya saing industri nasional.

Salah satu usaha dalam meningkatkan daya saing industri adalah dengan melakukan kegiatan



penyelesaian permasalahan yang terjadi di industri. Problem solving hasil litbangyasa diawali
dengan proses ditemukannya permasalahan yang terjadi di industri, yang dilanjutkan dengan
proses penelitian dan pengembangan yang kemudian menghasilkan paket teknologi yang
dipakai untuk menyelesaikan persoalan di industri.. Semakin banyak hasil litbangyasa suatu
institusi yang dapat menyelesaikan persoalan di industri, maka kualitas litbangyasa institusi
tersebut semakin baik. Proses problem solving paket teknologi yang dapat menyelesaikan
persoalan di industri ini akan dapat memberikan berkontribusi positif bagi pengembangan

industri daerah dan nasional..

Penerima Manfaat
Penerima manfaat dari output kegiatan ini adalah pihak eksternal (industri minyak atsiri Taeno, di
Kota Ambon) dan Baristand Industri Ambon yang mendapatkan mitra industri untuk kerjasama

pelaksanaan dan uji coba hasil litbangyasa..

Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Metede pelaksanaan kegiatan ini adalah melalui cara penunjukan langsung .
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi :

a. Perencanaan.

b. Pelaksanaan kegiatan penerapan hasil litbangyasa.

c. Pelaporan

Waktu pelaksanaan :

No Kegiatan Tahun 2019
112(3|4|5/6|7|8|9]10]11]|12

1. | Perencanaan m

2 Pelaksanaan Penerapan

3. | Pelaporan




Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran ini adalah selama 12 (dua belas) bulan dari Januari s/d Desember pada
T.A. 2019

Biaya Yang Diperlukan
Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan problem solving di industri ini sebesar Rp.
1.250.000,- (Satu Juta Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dibebankan pada DIPA Baristand

Industri Ambon Tahun Anggaran 2018 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran Belanja
(RAB).

Ambon, Juli 2018
Baristand Industri Ambon
Kepala

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
PENERBITAN DAN AKREDITASI MAJALAH/JURNAL
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon
Kegiatan . Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Laporan
Volume : 1 Laporan
. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;
i Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata
Kerja Kementérian Perindustrain;

- Surat Kegutusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentaffg Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon lll dan IV di
Lingkungan Kementerian Perindustrian.

raturan Kepala LIPI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala limiah.



2. Gambaran Umum
Majalah BIAM yang merupakan suatu media informasi teknologi industri dari Baristand Industri
Ambon vyang telah terdaftar sebagai MAJALAH ILMIAH berdasarkan SK LIPI No 5698/V.2/KP/93 tgl
18  Agustus 1993 dan telah diterbitkan secara online melalui website:

http://ejournal.kemenperin.go.id/bpbiam/index dengan ISSN: p-ISSN: 0215-1464 dan e-ISSN: 2548-

4842, yang diterbitkan secara berkala sebanyak 2 kali terbit dalam 1 Tahun yaitu pada edisi bulan
Juni dan bulan Desember Tahun berjalan. Hasil riset yang telah dilakukan oleh para peneliti
Baristand Industri Ambon diterbitkan dalam jurnal tersebut, dalam bentuk suatu karya tulis ilmiah
dengan format yang sesuai dengan ketentuan LIPI yang berlaku.

Alasan kegiatan ini dilaksanakan karena merupakan sarana informasi kepada masyarakat luas
tentang hasil riset dibidang teknologi industri hasil laut dan sumberdaya daerah lainnya sebagai
sarana penunjang bagi para Peneliti di Baristand Industri Ambon. Berdasarkan pertimbangan
itulah  maka kegiatan Penerbitan Majalah/Jurnal senantiasa diperlukan. Kegiatan Penerbitan
Majalah/Jurnal meliputi : Pengumpulan naskah; Editing; Pengetikan; Pencetakan dan Pelaporan.
Kegiatan ini bermaksud sebagai sarana aktual dalam penyampaian karya tulis lImiah dari hasil
penelitian maupun karya tulis lainnya berupa makalah seminar/diskusi, abstrak. Sedangkan tujuan
dari pada kegiatan ini adalah sebagai sarana informasi kepada masyarakat luas tentang hasil Riset
maupun inovasi di bidang teknologi industri.

Indikator keluaran dari pada kegiatan ini yaitu diterbitkannya Majalah BIAM vyang sudah
terakreditasi secara berkala (dua kali dalam setahun atau per enam bulan sekali). Sedangkan

keluaran (output) dari kegiatan ini adalah Majalah BIAM yang sudah terkreditasi.

3. Tujuan/Sasaran

Terakreditasinya Majalah BIAM

4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Pengumpulan naskah
- Editing
- Pengetikan
- Pencetakan

- Pelaporan


http://ejournal.kemenperin.go.id/bpbiam/index

B. Penerima Manfaat
1. Stakeholder/pengguna jasa

2. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.
a. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola
b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi:
a. Pengumpulan naskah
b. Editing
c. Pengetikan
d. Pencetakan

e. Pelaporan

Bulan
No Uraian Kegiatan
112 (3|4 (5|67 |8]|9]10|11]12
1. |Pengumpulan naskah
2. | Editing
3. |Pengetikan
4. |Pencetakan
5. |Pelaporan
D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penerbitan dan Akreditasi Majalah/Jurnal tahun 2019
adalah sebesar Rp. 43.254.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat rupiah), yang
dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun

Anggaran 2019 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
KERJASAMA ANTAR INSTANSI/SWASTA/LEMBAGA TERKAIT
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

aga : Kementerian Perindustrian Rl
Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon
Kegiatan . Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Skala Indeks
Volume : Indeks 3,7

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata

Kerja Kementeridn Perindustrain;
- Surat Kepurisan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

ngan Kementerian Perindustrian.

. Gambaran Umum
asal 2 Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan

ata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri, disebutkan Baristand Industri mempunyai tugas



melaksanakan riset dan standardisasi serta sertifikasi di bidang industri, dan dalam melaksanakan
tugas tersebut maka Baristand Industri menyelenggarakan fungsi pemasaran, kerjasama, promosi,
pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil riset/penelitian penelitian dan

pengembangan.

3. Tujuan/Sasaran
Terselenggaranya fungsi pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan

dan pendayagunaan hasil riset/penelitian penelitian dan pengembangan.

4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Pemasaran
- Kerjasama
- Promosi
- Pelayanan informasi

- Penyebarluasan dan pendayagunaan hasil riset.

B. Penerima Manfaat
1. Stakeholder/pengguna jasa

2. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.
a. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola
b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi:
a. Penyusunan rencana kerja
b. Kerjasama Antar Instansi/Swasta/Lembaga Terkait

c. Evaluasi



Bulan
No Uraian Kegiatan

1. Penyusunan rencana kerja

2. Kerjasama antar instansi/swasta

3. Evaluasi

D. Biaya
Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Kerjasama Antar Instansi/Swasta Lembaga Terkait
tahun 2019 adalah sebesar Rp. 63.800.000,- (enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), yang
dibebankan atas sumber dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Riset dan Standardisasi
Industri Ambon Tahun Anggaran 2019 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya
(RAB).
Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
PENGUJIAN BAHAN DAN PRODUK
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan . Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Skala Indeks

Volume : Indeks 3,7

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata
Kerja Kementerian Perindustrain;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian.



2. Gambaran Umum
Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri, disebutkan Baristand Industri mempunyai tugas
melaksanakan riset dan standardisasi serta sertifikasi di bidang industri, dan dalam melaksanakan
tugas tersebut maka Baristand Industri menyelenggarakan fungsi perumusan dan penerapan
standard, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses,

peralatan/mesin, dan hasil produk.

3. Tujuan/Sasaran
Terselenggaranya fungsi perumusan dan penerapan standard, pengujian dan sertifikasi dalam

bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk.

4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Perumusan standar
- Penerapan standar

- Pengujian dan sertifikasi

B. Penerima Manfaat
1. Stakeholder/pengguna jasa

2. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.
a. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola
b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi:
a. Penyusunan rencana kerja
b. Pengujian bahan dan produk

c. Evaluasi



Bulan
No Uraian Kegiatan

1. Penyusunan rencana kerja

2. Pengujian bahan dan produk

4. Evaluasi

D. Biaya
Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pengujian Bahan dan Produk tahun 2019 adalah
sebesar Rp. 292.542.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah),
yang dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2019 dengan rincian terlampir pada

Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
KALIBRASI ALAT UJI
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Skala Indeks

Volume . Indeks 3,7

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata
Kerja Kementerian Perindustrain;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian.



2. Gambaran Umum
Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri, disebutkan Baristand Industri mempunyai tugas
melaksanakan riset dan standardisasi serta sertifikasi di bidang industri, dan dalam melaksanakan
tugas tersebut maka Baristand Industri menyelenggarakan fungsi perumusan dan penerapan
standard, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses,

peralatan/mesin, dan hasil produk.

3. Tujuan/Sasaran

Terkalibrasinya peralatan uji laboratorium LP-BIAM.

4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Kalibrasi massa
- Kalibrasi volume

- Kalibrasi suhu

B. Penerima Manfaat
1. Stakeholder/pengguna jasa

2. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.
a. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola
b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi:
a. Penyusunan rencana kerja
b. Kalibrasi peralatan uji

c. Evaluasi



Bulan
No Uraian Kegiatan

1. Penyusunan rencana kerja

2. Kalibrasi peralatan uji

3. Evaluasi

D. Biaya
Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Kalibrasi Alat Uji tahun 2019 adalah sebesar Rp.
15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai
Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2019 dengan rincian terlampir pada Rencana

Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
RANCANG BANGUN DAN PEREKAYASAAN INDUSTRI
BALAI RISET DAN STANDARDISAS! INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Skala Indeks

Volume . Indeks 3,7

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata
Kerja Kementerian Perindustrain;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian.



2. Gambaran Umum
Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri, disebutkan Baristand Industri mempunyai tugas
melaksanakan riset dan standardisasi serta sertifikasi di bidang industri, dan dalam melaksanakan
tugas tersebut maka Baristand Industri menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penelitian dan
pengembangan teknologi industry di bidang bahan baku, bahan penolong, proses,

peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri.

3. Tujuan/Sasaran

Terselenggaranya rancang bangun dan perekayasaan industri.

4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Rancang bangun

- Perekayasaan

B. Penerima Manfaat
1. Stakeholder/pengguna jasa

2. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.
a. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola
b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi:
a. Penyusunan rencana kerja
b. Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri.

c. Evaluasi



Bulan
No Uraian Kegiatan

1. | Penyusunan rencana kerja

n Perekayasaan

D. Biaya
Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri tahun
2019 adalah sebesar Rp. 308.750.000,- (tiga ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
yang dibebankan atas sumber dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Riset dan
Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2019 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran

dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow




KAK/TOR KEGIATAN
OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN LABORATORIUM
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon I/II : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Sasaran/Program . Tersedianya Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan
Industri

Indikator Kinerja Program : Hasil Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Hasil Riset dan Standardisasi Bidang Industri
Indikator Kinerja Kegiatan : Hasil riset dan standardisasi bidang industri.

Keluaran (Output) : Kelambagaan Baristand Industri

Indikator Keluaran (Output) : Hasil Kegiatan Kelembagaan Baristand Industri

Volume Keluaran : 1 (Satu)

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Kegiatan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata

Kerja Kementerian Perindustrain;



- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian.

2. Gambaran Umum
Pasal 3, diktum (c) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Riset dan Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi perumusan dan penerapan standar,
pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, peralatan/mesin, dan hasil
produk.
Kegiatan operasional dan pemeliharaan laboratorium dimaksudkan untuk mendukung fungsi
pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, peralatan/mesin, dan hasil

produk.

3. Tujuan/Sasaran

Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan Laboratorium LP-BIAM

4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Uji profisiensi
- Uji banding antar personil
- Uji banding antar laboratorium

- Pelaksanaan surveillen oleh KAN

B. Penerima Manfaat
1. Stakeholder/pengguna jasa

2. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.
a. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola
b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi:



Perencanaan
Pelaksanaan

Evaluasi

No

Uraian Kegiatan

Bulan

Perencanaan

Pelaksanaan

Evaluasi

Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium tahun

2020 adalah sebesar Rp. 52.241.000,- (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah),

yang dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Tahun Anggaran 2020 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 13 Mei 2019

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
AKREDITASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan . Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Layanan

Volume : 1 Layanan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata
Kerja Kementerian Perindustrain;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian.



2. Gambaran Umum
Kebutuhan akan sistem manajemen yang mengacu pada apa yang organisasi lakukan untuk
mengelola proses dan aktivitasnya, sehingga produk dan jasa yang dihasilkan mampu memenuhi
persyaratan pelanggan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
ISO 9001:2015 adalah standar dokumen (standar persyaratan) yang mencantumkan persyaratan

yang harus dijalankan oleh organisasi dan harus dijaga implementasinya.

3. Tujuan/Sasaran

Terakreditasinya layanan publik Baristand Industri Ambon

4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Permohonan akreditasi
- Penyiapan dokumen
- Audit dokumentasi

- Audit sertifikasi

B. Penerima Manfaat
1. Stakeholder/pengguna jasa

2. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.
a. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola
b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi:
a. Perencanaan
b. Pelaksanaan

c. Evaluasi



Bulan

No Uraian Kegiatan
6789 |10(11]|12
1. Perencanaan
2. |Pelaksanaan
3. | Evaluasi
D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Akreditasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

tahun 2019 adalah sebesar Rp. 11.154.000,- (sebelas juta seratus lima puluh empat ribu rupiah), yang

dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun

Anggaran 2019 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
DIKLAT SISTEM INVENTORY LABORATORIUM
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan . Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Layanan

Volume : 1 Layanan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata
Kerja Kementerian Perindustrain;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian.



2. Gambaran Umum
Pasal 3, diktum (c) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Riset dan Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi perumusan dan penerapan standar,
pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, peralatan/mesin, dan hasil
produk.
Untuk itu, kompetensi personil yang mampu merencanakan dan mengelola bahan kimia mutlak
dibutuhkan untuk menghindari terjadinya stock out bahan kimia, yang akhirnya berimbas pada

kinerja layanan publik.

3. Tujuan/Sasaran
Tersedianya personil yang berkompeten dalam pengelolaan inventory dan database yang

terintegrasi pada sistem informasi laboratorium Baristand Industri Ambon.

4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Perencanaan
- Pemilihan lembaga penyelenggara
- Pelaksanaan pelatihan

- Evaluasi.

B. Penerima Manfaat
1. Stakeholder/pengguna jasa

2. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.
a. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola
b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi:
a. Perencanaan
b. Pelaksanaan

c. Evaluasi



Bulan

No Uraian Kegiatan
6789 |10(11]|12
1. Perencanaan
2. |Pelaksanaan
3. |Evaluasi
D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Diklat Sistem Inventory Laboratorium tahun 2019

adalah sebesar Rp. 19.432.000,- (sembilan belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang

dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun

Anggaran 2019 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
PELATIHAN TEKNIK KALIBRASI ANTARA PERALATAN LABORATORIUM
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan . Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Layanan

Volume : 1 Layanan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata
Kerja Kementerian Perindustrain;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian.



2. Gambaran Umum
Pasal 3, diktum (c) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Riset dan Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi perumusan dan penerapan standar,
pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, peralatan/mesin, dan hasil
produk.
Untuk mengetahui akurasi suatu alat laboratorium yang digunakan dalam pengujian, maka

dilakukan kalibrasi antara guna memastikan layak tidaknya suatu alat ukur.

3. Tujuan/Sasaran
Personel laboratorium yang mampu melakukan validasi/verifikasi metode analisis

spectrophotomter.

4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Perencanaan
- Pemilihan lembaga penyelenggara
- Pelaksanaan pelatihan

- Evaluasi.

B. Penerima Manfaat
1. Stakeholder/pengguna jasa

2. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.
a. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola
b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi:
a. Perencanaan
b. Pelaksanaan

c. Evaluasi



Bulan
No Uraian Kegiatan

1. Perencanaan

2. Pelaksanaan

3. Evaluasi

D. Biaya
Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pelatihan Teknik Kalibrasi Antara Peralatan di
Laboratorium tahun 2019 adalah sebesar Rp. 7.885.000,- (tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima
ribu rupiah), yang dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi
Industri Ambon Tahun Anggaran 2019 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya
(RAB).
Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
PELATIHAN PENERAPAN SNI ISO 17025:2017
BALAI RISET DAN STANDARDISAS! INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Layanan

Volume : 1 Layanan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata
Kerja Kementerian Perindustrain;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian.



2. Gambaran Umum
Pasal 3, diktum (c) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Riset dan Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi perumusan dan penerapan standar,
pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, peralatan/mesin, dan hasil
produk.
Untuk itu, kompetensi personil yang mampu membuktikan bahwa laboratorium LP-BIAM mampu
melakukan pengujian dengan menggunakan suatu metode dengan hasil yang valid, serta konfirmasi

bahwa syarat-syarat tertentu dari suatu metode telah dipenuhi.

3. Tujuan/Sasaran
Personel laboratorium yang mampu melakukan validasi/verifikasi metode analisis spectrometri

serapan atom (AAS).

4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Perencanaan
- Pemilihan lembaga penyelenggara
- Pelaksanaan pelatihan

- Evaluasi.

B. Penerima Manfaat
1. Stakeholder/pengguna jasa

2. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.
a. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola
b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi:
a. Perencanaan
b. Pelaksanaan

c. Evaluasi



Bulan

No Uraian Kegiatan
6789 |10(11]|12
1. Perencanaan
2. |Pelaksanaan
3. |Evaluasi
D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pelatihan Penerapan SNI ISO 17025:2017 tahun 2019

adalah sebesar Rp. 17.777.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang

dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun

Anggaran 2019 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
PENGEMBANGAN LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Layanan

Volume : 1 Layanan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata
Kerja Kementerian Perindustrain;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian.



2. Gambaran Umum
Pasal 3, diktum (c) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Riset dan Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi perumusan dan penerapan standar,
pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, peralatan/mesin, dan hasil
produk.
Untuk mengukur dan mendukung operasional sistem manajemen laboratorium sesuai SNI I1SO

17025:2017

3. Tujuan/Sasaran
Tersedianya kompetensi SDM yang mampu menerapkan Laboratory Information Management

System (LIMS)

4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Perencanaan
- Pemilihan lembaga penyelenggara
- Pelaksanaan pelatihan

- Evaluasi.

B. Penerima Manfaat
1. Stakeholder/pengguna jasa

2. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.
a. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola
b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi:
a. Perencanaan
b. Pelaksanaan

c. Evaluasi



Bulan

No Uraian Kegiatan
6|7 10 |11 |12
1. Perencanaan
2. |Pelaksanaan
3. |Evaluasi
D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pengembangan Laboratory Information Management
System tahun 2019 adalah sebesar Rp. 7.742.000,- (tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu

rupiah), yang dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri

Ambon Tahun Anggaran 2019 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
Ambon, 20 Juli 2018

Henry Pajow

Kepala Baristand Industri Ambon




KAK/TOR KEGIATAN
DIKLAT PENGUJIAN MUTU AMDK DI BPMB
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan . Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Layanan

Volume : 1 Layanan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata
Kerja Kementerian Perindustrain;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian.



2. Gambaran Umum
Pasal 3, diktum (c) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Riset dan Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi perumusan dan penerapan standar,
pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, peralatan/mesin, dan hasil
produk.
Untuk itu, kompetensi personil yang mampu untuk melakukan pengujian mutu AMDK mutlak

diperlukan

3. Tujuan/Sasaran

Tersedianya personil yang berkompeten dalam teknis pengujian mutu AMDK

4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Perencanaan
- Pemilihan lembaga penyelenggara
- Pelaksanaan pelatihan

- Evaluasi.

B. Penerima Manfaat
1. Stakeholder/pengguna jasa

2. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.
a. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola
b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi:
a. Perencanaan
b. Pelaksanaan

c. Evaluasi



Bulan

No Uraian Kegiatan
6789 |10(11]|12
1. Perencanaan
2. |Pelaksanaan
3. |Evaluasi
D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Diklat Pengujian Mutu AMDK tahun 2019 adalah

sebesar Rp. 22.324.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang

dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun

Anggaran 2019 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
DIKLAT PETUGAS PENGAMBIL CONTOH DI BPMB
BALAI RISET DAN STANDARDISAS! INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Layanan

Volume : 1 Layanan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata
Kerja Kementerian Perindustrain;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian.



2. Gambaran Umum
Pasal 3, diktum (c) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Riset dan Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi perumusan dan penerapan standar,
pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, peralatan/mesin, dan hasil
produk.
Untuk itu, kompetensi personil yang mampu untuk melaksanakan pengambilan sampel sesuai

prosedur mutlak diperlukan.

3. Tujuan/Sasaran

Tersedianya personil laboratorium yang kompeten.

4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Perencanaan
- Pemilihan lembaga penyelenggara
- Pelaksanaan pelatihan

- Evaluasi.

B. Penerima Manfaat
1. Stakeholder/pengguna jasa

2. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.
a. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola
b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi:
a. Perencanaan
b. Pelaksanaan

c. Evaluasi



Bulan

No Uraian Kegiatan
6789 |10(11]|12
1. Perencanaan
2. |Pelaksanaan
3. |Evaluasi
D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Diklat Petugas Pengambil Contoh di BPMB tahun 2019

adalah sebesar Rp. 21.324.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang

dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun

Anggaran 2019 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
PELATIHAN TEKNIS ANALISIS KIMIA, INSTRUMEN DAN MIKROBIOLOG!
BALAI RISET DAN STANDARDISAS! INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Layanan

Volume : 1 Layanan

E. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata
Kerja Kementerian Perindustrain;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian.



2. Gambaran Umum
Pasal 3, diktum (c) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Riset dan Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi perumusan dan penerapan standar,
pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, peralatan/mesin, dan hasil
produk.
Untuk itu, kompetensi personil yang mampu untuk melaksanakan pengujian kimia, instrument

maupun mikrobiologi mutlak diperlukan.

3. Tujuan/Sasaran

Tersedianya personil laboratorium yang kompeten.

4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Perencanaan
- Pemilihan lembaga penyelenggara
- Pelaksanaan pelatihan

- Evaluasi.

F. Penerima Manfaat
1. Stakeholder/pengguna jasa

2. Baristand Industri Ambon

G. Strategi Pelaksanaan.
a. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola
b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi:
a. Perencanaan
b. Pelaksanaan

c. Evaluasi



Bulan
No Uraian Kegiatan

1. Perencanaan

2. Pelaksanaan

3. Evaluasi

H. Biaya
Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pelatihan Teknis Analisis Kimia, Instrumen dan
Mikrobiologi tahun 2019 adalah sebesar Rp. 16.634.000,- (enam belas juta enam ratus tiga puluh
empat ribu rupiah), yang dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan
Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2019 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran

dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
DIKLAT PENDUGAAN DAN PENGENDALIAN MASA KADALUARSA PRODUK PANGAN
BALAI RISET DAN STANDARDISAS! INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Layanan

Volume : 1 Layanan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata
Kerja Kementerian Perindustrain;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian.



2. Gambaran Umum
Pasal 3, diktum (c) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Riset dan Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi perumusan dan penerapan standar,
pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, peralatan/mesin, dan hasil
produk.
Untuk itu, kompetensi personil yang mampu untuk melaksanakan perhitungan, pendugaan dan

pengendalian masa kadaluarsa produk mutlak diperlukan.

3. Tujuan/Sasaran

Tersedianya personil laboratorium yang kompeten.

4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Perencanaan
- Pemilihan lembaga penyelenggara
- Pelaksanaan pelatihan

- Evaluasi.

. Penerima Manfaat
1. Stakeholder/pengguna jasa

2. Baristand Industri Ambon

. Strategi Pelaksanaan.
a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola
b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi:

a. Perencanaan

b. Pelaksanaan

c. Evaluasi



Bulan
No Uraian Kegiatan

1. Perencanaan

2. Pelaksanaan

3. Evaluasi

D. Biaya
Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Diklat Pendugaan dan Pengendalian Masa Kadaluarsa
Produk Pangan tahun 2019 adalah sebesar Rp. 13.742.000,- (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh
dua juta rupiah), yang dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi
Industri Ambon Tahun Anggaran 2019 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya

(RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
PELATIHAN MOBILE APPLICATION
BALAI RISET DAN STANDARDISAS! INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Layanan

Volume : 1 Layanan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata
Kerja Kementerian Perindustrain;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian.



2. Gambaran Umum
Pasal 3, diktum (c) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Riset dan Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi perumusan dan penerapan standar,
pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, peralatan/mesin, dan hasil
produk.
Untuk itu, kompetensi personil yang mampu membangun aplikasi mobile untuk mendukung

pelayanan publik, khususnya di bidang layanan pengujian.

3. Tujuan/Sasaran

Tersedianya personil laboratorium yang kompeten.

4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Perencanaan
- Pemilihan lembaga penyelenggara
- Pelaksanaan pelatihan

- Evaluasi.

B. Penerima Manfaat
1. Stakeholder/pengguna jasa

2. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.
a. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola
b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi:
a. Perencanaan
b. Pelaksanaan

c. Evaluasi



Bulan

No Uraian Kegiatan
6789 |10(11]|12
1. Perencanaan
2. |Pelaksanaan
3. |Evaluasi
D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pelatihan Mobile Application tahun 2019 adalah

sebesar Rp. 18.006.000,- (delapan belas juta enam ribu rupiah), yang dibebankan atas sumber dana

Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2019 dengan rincian

terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
WORKSHOP LITBANG UNGGULAN
BALAI RISET DAN STANDARDISAS! INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Layanan

Volume : 1 Layanan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata
Kerja Kementerian Perindustrain;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian.



2. Gambaran Umum
Pasal 3, diktum (c) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Riset dan Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi perumusan dan penerapan standar,
pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, peralatan/mesin, dan hasil
produk.
Untuk menunjang pelaksanaan fungsi pengujian dan sertifikasi maka kompetensi personil yang

mampu melaksanakan pengujian/kalibrasi di Laboratorium LP-BIAM mutlak diperlukan

3. Tujuan/Sasaran

Tersedianya personil laboratorium yang kompeten.

4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Perencanaan
- Pemilihan lembaga penyelenggara
- Pelaksanaan pelatihan

- Evaluasi.

B. Penerima Manfaat
1. Stakeholder/pengguna jasa

2. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.
a. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola
b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi:
a. Perencanaan
b. Pelaksanaan

c. Evaluasi



Bulan
No Uraian Kegiatan

1. Perencanaan

D. Biaya
Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Inhouse Training Pelayanan Jasa Teknis
Pengujian/Kalibrasi tahun 2019 adalah sebesar Rp. 44.772.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus
tujuh puluh dua ribu rupiah), yang dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan
Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2019 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran

dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow




KAK/TOR KEGIATAN
EFEKTIVITAS EKSTRAK Gracillaria debilis TERHADAP
BAKTERI PEMBENTUK HISTAMIN PADA KELOMPOK IKAN SKOMBROID
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Layanan

Volume : 1 Layanan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata
Kerja Kementerian Perindustrain;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian.



2. Gambaran Umum
Pasal 3, diktum (a) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Riset dan Standardisasi Industri. Baristand Industri menyelenggarakan fungsi pelaksanaan
penelitian dan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses,
peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri.
Litbang Efektivitas Ekstrak Gracillaria debilis terhadap bakteri pembentuk histamine pada kelompok
Ilkan Scombroid ini merupakan solusi atas masalah resistensi dan infeksi patogenitas bakteri

terhadap manusia yang memerlukan pencarian senyawa antibakteri baru yang diperoleh dari alam

3. Tujuan/Sasaran
Tersedianya ekstrak rumput laut Gracillaria debilis yang bersifat bakteriosidal sebagai nutraceutical

(bahan pangan) alternatif baru.

4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Persiapan sampel
- Ekstraksi rumput laut

- Uji aktivitas anti bakteri

Uji bakteri pembentuk histamin

B. Penerima Manfaat
1. Stakeholder/pengguna jasa

2. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.
a. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola
b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi:
a. Perencanaan
b. Pelaksanaan

c. Evaluasi



Bulan

No Uraian Kegiatan
6789 |10(11]|12
1. Perencanaan
2. |Pelaksanaan
3. |Evaluasi
D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Litbang Efektivitas Ekstrak Gracillaria debilis terhadap

bakteri pembentuk histamine pada kelompok lkan Scombroid tahun 2019 adalah sebesar Rp.

347.572.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang

dibebankan atas sumber dana Rupiah Murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun

Anggaran 2019 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
PENGADAAN PERALATAN PELAYANAN PUBLIK
BALAI RISET DAN STANDARDISAS! INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Layanan Internal

Volume : 1 (satu) layanan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional Tahun 2015-2035.

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perindustrian;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian;



2. Gambaran Umum
Pasal 3, diktum (d) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Riset dan Standardisasi Industri. Baristand Industri menyelenggarakan fungsi pemasaran,
kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil
riset/penelitian penelitian dan pengembangan.
Pengadaan peralatan pelayanan publik dimaksudkan untuk mendukung kegiatan penyediaan

layanan publik Baristand Industri Ambon TA. 2019.

3. Tujuan/Sasaran
Tersedianya fasilitas perkantoran yang menunjang kegiatan penyediaan layanan publik Baristand

Industri Ambon

B. Penerima Manfaat
a. Stakeholder/pengguna jasa

b. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.
a. Pemilihan penyedia barang/jasa
b. Pengadaan peralatan pelayanan publik

c. Evaluasi

Bulan
No Uraian Kegiatan

1. |Pemilihan penyedia barang/Jasa

2. |Pengadaan peralatan pelayanan

publik

4. Evaluasi




D. Biaya
Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Pelayanan Publik tahun 2019
adalah sebesar Rp. 43.182.000,- (empat puluh tiga juga seratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang
dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun

Anggaran 2019 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Layanan Internal

Volume : 1 (satu) layanan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

- Peraturan Pemerintah Rl Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional Tahun 2015-2035.

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perindustrian;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian;



2. Gambaran Umum
Pasal 3, diktum (c) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Riset dan Standardisasi Industri. Baristand Industri menyelenggarakan fungsi perumusan dan
penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses,
peralatan/mesin, dan hasil produk.
Pengadaan peralatan laboratorium dimaksudkan untuk mendukung layanan jasa pengujian di

Laboratorium LP-BIAM tahun 2019.

3. Tujuan/Sasaran

Tersedianya peralatan laboratorium yang menunjang layanan jasa pengujian di Laboratorium LP-

BIAM.

B. Penerima Manfaat
a. Stakeholder/pengguna jasa

b. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.
a. Pemilihan penyedia barang/jasa
b. Pengadaan peralatan laboratorium

c. Evaluasi

Bulan

No Uraian Kegiatan

1. |Pemilihan penyedia barang/Jasa

2. |Pengadaan peralatan laboratorium

4. Evaluasi

D. Biaya
Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium tahun 2019 adalah

sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), yang dibebankan atas sumber dana rupiah



murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2019 dengan rincian

terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
PENGADAAN PERALATAN BENGKEL
BALAI RISET DAN STANDARDISAS! INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Layanan Internal

Volume : 1 (satu) layanan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

- Peraturan Pemerintah Rl Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional Tahun 2015-2035.

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perindustrian;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian;



2. Gambaran Umum
Pasal 3, diktum (a) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Riset dan Standardisasi Industri. Baristand Industri menyelenggarakan fungsi pelaksanaan
penelitian dan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses,
peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri.
Pengadaan peralatan bengkel dimaksudkan untuk mendukung kegiatan litbang rancang bangun

dan perekayasaan industri Baristand Industri Ambon TA. 2019.

3. Tujuan/Sasaran

Tersedianya peralatan bengkel yang menunjang kegiatan rancang bangun dan perekayasaan

industri Baristand Industri Ambon.

B. Penerima Manfaat
a. Stakeholder/pengguna jasa

b. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.
a. Pemilihan penyedia barang/jasa
b. Pengadaan peralatan bengkel

c. Evaluasi

Bulan
No Uraian Kegiatan

1. |Pemilihan penyedia barang/Jasa

2. |Pengadaan peralatan bengkel

4. Evaluasi

D. Biaya
Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Bengkel tahun 2019 adalah

sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang dibebankan atas sumber dana rupiah murni



(RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2019 dengan rincian terlampir

pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN
BALAI RISET DAN STANDARDISAS! INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Layanan Internal

Volume : 1 (satu) layanan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

- Peraturan Pemerintah Rl Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional Tahun 2015-2035.

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perindustrian;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian;



2. Gambaran Umum
Pasal 3, diktum (e) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Riset dan Standardisasi Industri. Baristand Industri menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan
kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordiansi
bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Baristand Industri, serta
pengelolaan perpustakaan.
Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional

perkantoran Baristand Industri Ambon TA. 2019.

3. Tujuan/Sasaran
Tersedianya fasilitas perkantoran yang menunjang urusan kepegawaian, keuangan, tata
persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi bahan rencana dan program,

penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Baristand Industri, serta pengelolaan perpustakaan.

B. Penerima Manfaat
a. Stakeholder/pengguna jasa

b. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.
a. Pemilihan penyedia barang/jasa
b. Pengadaan fasilitas perkantoran

c. Evaluasi

Bulan
No Uraian Kegiatan

1. |Pemilihan penyedia barang/Jasa

2. Pengadaan fasilitas perkantoran

4. Evaluasi




D. Biaya
Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pengadaan Fasilitas Perkantoran tahun 2019 adalah
sebesar Rp. 39.681.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang
dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai

Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2019 dengan rincian terlampir pada Rencana

Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
PELAYANAN PERENCANAAN/PENGANGGARAN INTERNAL
BALAI RISET DAN STANDARDISAS! INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Layanan Internal

Volume : 1 (satu) layanan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

- Peraturan Pemerintah Rl Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional Tahun 2015-2035.

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perindustrian;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian;



2. Gambaran Umum

Sesuai instruksi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan

Pembangunan Nasional, Baristand Industri Ambon menyelenggarakan perencanaan dan

penganggaran yang bertujuan untuk:

a.  Menjamin koordinasi antar pelaku pembangunan industri di daerah;

b. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan bidang industri antar
daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah;

c.  Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pengawasan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan;

d. Menjamin tercapaiknya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan.

Untuk itu, pelayanan perencanaan/penganggaran internal dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan,

yakni:

a. Penyusunan Rencana
Tahapan ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan rencana yang siap untuk ditetapkan,
terdiri dari 4 (empat) langkah, yaitu (1) penyiapan rencana yang bersifat teknokratik (metode
dan kerangka berpikir ilmiah), partisipatif, dan top-down/bottom-up, (2) menyeluruh dan
terukur, (3) masing-masing bagian menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman
pada Rencana Strategis, (4) menyelaraskan rancangan rencana kerja yang ada.

b. Penetapan Rencana
Penetapan rencana untuk menetapkan landasan hukun bagi rencana pembangunan yang
dihasilkan pada tahap penyusunan rencana.

c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya
tujuan dan sasaran kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja melalui kegiatan
correction (koreksi) dan adjustment (penyesuaian) selama pelaksanaan rencana oleh
manajemen.

d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian kegiatan perencanaan yang sistematis,
mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran,
tujuan dan kinerja kegiatan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran

kinerja yang tercantum dalam dokuman rencana kinerja. Indikator dan sasaran kinerja



mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), mafaat (benefit) dan dampak

(impact).

3. Tujuan/Sasaran

a.  Menjamin koordinasi antar pelaku pembangunan industri di daerah;

b. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan bidang industri antar

daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah;

c.  Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

pengawasan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan;

d. Menjamin tercapaiknya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan

berkelanjutan.

B. Penerima Manfaat

a. Stakeholder/pengguna jasa

b.

Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

Penyusunan rencana.

Penetapan rencana.

c. Pengendalian pelaksanaan rencana.
d. Evaluasi pelaksanaan rencana.
Bulan

No Uraian Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 | 11 | 12
1 Penyusunan rencana X X X X X X
2 Penetapan rencana X X
3 Pengendalian X X X X X X X X X X X X
4 Evaluasi X X X X




D. Biaya
Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pelayanan Perencanaan/Penganggaran Internal tahun
2019 adalah sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), yang dibebankan
atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran

2019 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
PELAYANAN PELAPORAN KEUANGAN DAN BMN
BALAI RISET DAN STANDARDISAS! INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Layanan Internal

Volume : 1 (satu) layanan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

- Peraturan Pemerintah Rl Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional Tahun 2015-2035.

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perindustrian;

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat;

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas PMK Nomor

171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;



4.

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/ 2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian;

. Gambaran Umum

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah konsulidasi laporan keuangan yang disusun

berdasarkan praktek internasional (best practice) dalam pengelolaan keuangan negara, merupakan

laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang terdiri

dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang

disusun sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP).

Saat ini laporan keuangan pemerintah pusat disusun berdasarkan penerapan basis akrual, sehingga

laporan keuangan yang diberi opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah yang berbasis akrual.

Komponen laporan keuangan terdiri dari:

a. Laporan pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo
Anggaran Lebih.

b. Laporan finansial, yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan
Laporan Arus Kas.

c. Catatan Atas Laporan Keuangan.

. Tujuan/Sasaran

Tersusunnya laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara

Balai Riset dan Standaridisasi Industri Ambon.

Ruang Lingkup Kegiatan
a. Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester Il TA. 2018

b. Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester | TA. 2019.

B. Penerima Manfaat

a.

b.

Stakeholder/pengguna jasa

Baristand Industri Ambon



C. Strategi Pelaksanaan.
a. Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester Il TA. 2018.

b. Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester | TA. 2019.

Bulan
No Uraian Kegiatan

1 Penyusunan LK Sem. ||

2 Penyusunan LK. Sem |

D. Biaya
Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pelayanan Pelaporan Keuangan dan BMN tahun 2019
adalah sebesar Rp. 57.320.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)., yang

dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun

Anggaran 2019 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
PAMERAN/VISUALISASI/PUBLIKASI DAN PROMOSI
BALAI RISET DAN STANDARDISAS! INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Layanan Internal

Volume : 1 (satu) layanan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

- Peraturan Pemerintah Rl Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional Tahun 2015-2035.

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perindustrian;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian;



2. Gambaran Umum
Pasal 3, diktum (d) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Riset dan Standardisasi Industri. Baristand Industri menyelenggarakan fungsi pemasaran,
kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil
riset/penelitian penelitian dan pengembangan.
Pengadaan bahan peragaan, pembuatan kalender dan promosi di media cetak/elektronik

merupakan upaya untuk mendukung fungsi Baristand Industri Ambon TA. 2019.

3. Tujuan/Sasaran

Tersedianya fasilitas pemasaran, promosi, pelayanan informasi dan penyebarluasan hasil

riset/penelitan Baristand Industri Ambon

B. Penerima Manfaat
a. Stakeholder/pengguna jasa

b. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.
a. Pembuatan bahan peraga
b. Pembuatan kalender

c. Promosi di media cetak/elektronik

Bulan
No Uraian Kegiatan

1. |Pembuatan bahan peraga

2. Pembuatan kalender

4. Promosi di media cetak/elektronik

D. Biaya
Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi tahun 2019

adalah sebesar Rp. 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang



dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun

Anggaran 2019 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
BALAI RISET DAN STANDARDISAS! INDUSTRI AMBON

TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Layanan Internal

Volume : 1 (satu) layanan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.;

- Peraturan Pemerintah Rl Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional Tahun 2015-2035;

- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

- Permenperin Nomor 52 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

- Peraturan Kepala BPKP Nomor S-354/Satgas PP SPIP/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang
Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

- Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Pedoman Evaluasi
SPIP.



- Peraturan Kepala BPKP Nomor 25 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Pedoman

Pelaksanaan CEE.

2. Gambaran Umum
Pengertian SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada kegiatan dan
tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi, melalui kegiatan yang
efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, serta ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan penerapan sistem pengendalian internal
mengacu pada prinsip (1) sistem pengendalian sebagai proses yang integral, menyatu dengan
instansi atau kegiatan secara terus menerus, (2) dipengaruhi oleh manusia, (3) memberikan
keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak, (4) diterapkan sesuai kebutuhan, ukuran

kompleksitas, sifat, tugas dan fungsi instansi penyelenggara.

3. Tujuan/Sasaran
Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan asset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Ruang Lingkup Kegiatan

a. Pembangunan Infrastruktur (Norming)
Ruang lingkup kegiatan ini berupa penyempurnaan, perbaikan dan penyusunan pedoman,
prosedur standar operasi, petunjuk teknis dan kebijakan lainnya yang akan dijadikan pedoman
untuk penyelenggaraan unsur-unsur SPIP.

b. Internalisasi/Implementasi (Forming)
Ruang lingkup kegiatan ini berupa penerapan 5 (lima) unsur SPIP, meliput: (1) lingkungan
pengendalian, (2) penilaian resiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi,
(5) pemantauan pengendalian intern.

c. Pengembangan Berkelanjutan (Performing)
Ruang lingkup kegiatan ini meliputi pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak

lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.



B. Penerima Manfaat
a. Stakeholder/pengguna jasa

b. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.
a. Pembangunan infrastruktur (Norming)
b. Internalisasi/implementasi (Forming)

c. Pengembangan berkelanjutan. (Performing)

Bulan
No Uraian Kegiatan

1 Norming

2 Forming

3 Performing

D. Biaya
Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern tahun
2019 adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang dibebankan atas sumber dana rupiah
murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2019 dengan rincian

terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
IMPELEMTASI ZONA INTERGRITAS MENUJU WBK/WBBM
BALAI RISET DAN STANDARDISAS! INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Layanan Internal

Volume : 1 (satu) layanan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2002 Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- Peraturan Pemerintah Rl Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri

Nasional Tahun 2015-2035;



- Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

- Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

- Inpres Nomor 17 Tahun 2011 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;

- Permen PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- Permenperin Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan
WBBM di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

- Permenperin  Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan
Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

- Permenperin Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian
Perindustrian;

- Permenperin Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Kementerian Perindustrian;

- Permenperin Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di
Lingkungan Kementerian Perindustrian;

- Permenperin Nomor 52 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

2. Gambaran Umum
Keberhasilan upaya pencegahan korupsi dirasakan kurang optimal, salah satu penyebabnya diduga
karena upaya tersebut tidak dilakukan secara terpadu dan direncanakan dengan baik.
Untuk itu pembangunan unit kerja Zona Integritas (ZI) diharapkan dapat menjadi model
pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada unit kerja ZI inilah dilakkan berbagai upaya

pencegahan korupsi secara terpadu.

3. Tujuan/Sasaran

Terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

4. Ruang Lingkup Kegiatan
a. Manajemen Perubahan
b. Penataan Tatalaksana

c. Penataan Sistem Manajemen SDM



d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
e. Penguatan Pengawasan

f. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

B. Penerima Manfaat
a. Stakeholder/pengguna jasa

b. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.
a. Pelaksanaan:
Kegiatan implementasi ZI menuju WBK/WBBM dilaksanakan setiap bulan dan dilakukan monitoring
dan evaluasi di akhir triwulan.
b. Penanggung Jawab Kegiatan:
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi
c. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan:

Januari s/d Desember 2019

Bulan

No Uraian Kegiatan

1 Pelaksanaan

Monitoring dan

Evaluasi

D. Biaya
Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Implementasi ZI Menuju WBK/WBBM tahun 2019
adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang dibebankan atas sumber dana rupiah murni
(RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2019 dengan rincian terlampir

pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).



Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
PENERAPAN BUDAYA KERJA 5K DAN SMK3
BALAI RISET DAN STANDARDISAS! INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Layanan Internal

Volume : 1 (satu) layanan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- Peraturan Pemerintah Rl Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional Tahun 2015-2035;

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);

- Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan
Budaya Kerja Aparatur Negara;

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 29/M-IND/PER/3/2007 tentang Pedoman Teknis
Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja di Lingkungan Kementerian

Perindustrian;



- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 23/M-IND/PER/2/2009 tentang Penerapan
Keteraturan, Kerapihan, Kebersihan, Kelestarian, Kedisiplinan (5K) di Lingkungan Departemen

Perindustrian.

2. Gambaran Umum

Budaya kerja 5K merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23/M-
IND/PER/2/2009 tentang Penerapan Keteraturan, Kerapihan, Kebersihan, Kelestarian dan
Kedisiplinan (5K), sedangkan budaya kerja K3 merupakan implementasi Peraturan Pemerintah
Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(SMK3).

Terlaksananya budaya kerja 5K yang baik sesuai harapan dapat menjadi mekanisme efektif dalam
menemukan potensi perbaikan diri yang berskala kecil maupun besar. Pengalaman menunjukkan
bahwa budaya 5K tidak sulit untuk dipahami, tapi sangat sulit untuk dilaksanakan dengan benar,
dan memerlukan kegigihan, kebulatan tekad dan usaha yang terus menerus. Budaya kerja tidak
serta merta memberikan hasil yang dramatis, namun membuat pekerjaan lebih mudah,
mengurangi pemborosan waktu kerja, meningkatkan produktivitas kerja dan mutu yang lebih baik
secara berkelanjutan.

Demikian pula keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di laboratorium dan unit perbengkelan
penting diterapkan guna mencegah dan mengurangi resiko kecelakaan kerja yang mungkin terjadi
akibat kurangnya kesadaran pengelola laboratorium dan bengkel untuk menerapkan K3. Penerapan
dan pelaksanaan budaya kerja K3 adalah salah satu bentuk upaya menciptakan tempat kerja yang
aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga mengurangi dan atau bebas dari
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang akhirnya dapat mempengaruhi efisiensi dan

produktivitas kerja.

3. Tujuan/Sasaran

Terbangunnya budaya kerja 5K dan SMK3 di Lingkungan Baristand Industri Ambon.

4. Ruang Lingkup Kegiatan
a. Pelaksanaan:
Kegiatan penerapan budaya kerja 5K dan SMK3 dilaksanakan setiap bulan dan dilakukan monev

di akhir triwulan.



b. Pelaksana/Penanggung Jawab Kegiatan:
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi.
c. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan:

Januari s/d Desember 2019.

B. Penerima Manfaat
a. Stakeholder/pengguna jasa

b. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.
a. Pelaksanaan:
Kegiatan penerapan budaya kerja 5K dan SMK3 dilaksanakan setiap bulan dan dilakukan monitoring
dan evaluasi di akhir triwulan.
b. Penanggung Jawab Kegiatan:
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi
c. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan:

Januari s/d Desember 2019

Bulan
No Uraian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12
1 Pelaksanaan X X X X X X X X X X X X
Monitoring dan
2 X X X X
Evaluasi
D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penerapan Budaya Kerja 5K tahun 2019 adalah
sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM)
Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2019 dengan rincian terlampir pada

Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).



Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMAS| PUBLIK
BALAI RISET DAN STANDARDISAS! INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Layanan Internal

Volume : 1 (satu) layanan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

- Peraturan Pemerintah Rl Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional Tahun 2015-2035.

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perindustrian;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian;



2. Gambaran Umum
Pasal 3, diktum (d) Permenperin 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Riset dan Standardisasi Industri. Baristand Industri menyelenggarakan fungsi pemasaran,
kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil
riset/penelitian penelitian dan pengembangan.
Pengembangan sistem informasi publik dimaksudkan untuk penyediaan pelayanan informasi

Baristand Industri Ambon tahun 2019

3. Tujuan/Sasaran

Tersedianya sistem informasi publik yang handal.

B. Penerima Manfaat
a. Stakeholder/pengguna jasa

b. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.
a. Perencanaan
b. Pelaksanaan hosting website http://baristandambon.kemenperin.go.id

c. Evaluasi

Bulan
No Uraian Kegiatan

1. Perencanaan

2. Pelaksanaan

4. Evaluasi

D. Biaya
Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Publik tahun 2019

adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang dibebankan atas sumber dana rupiah



murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2019 dengan rincian

terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow




KAK/TOR KEGIATAN
GAJI DAN TUNJANGAN
BALAI RISET DAN STANDARDISAS! INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Bulan

Volume : 12 (dua belas) bulan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

- Peraturan Pemerintah Rl Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Rl Nomor 8 Tahun 2009;

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata

Kerja Kementerian Perindustrain;



- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian.

2. Gambaran Umum
Gaji adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah
berupa gaji pokok ditambah dengan tunjangan yang sah, yang berhak diterima penerima gaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menegaskan bahwa pada dasarnya setiap pegawai negeri
beserta keluarganya harus dapat hidup layak dari gajinya, sehingga demikian dapat memusatkan
perhatian untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.
Pembayaran gaji pegawai tersebut diberikan kepada pegawai setiap awal bulan sebelum yang
bersangkutan melaksanakan tugasnya. Rincian pembayaran gaji dimuat dalam sebuah daftar yang
disebut dengan Daftar Gaji Induk/Bulanan yang dikeluarkan oleh satuan kerja dimana pegawai
tersebut gajinya dibayarkan.
Komponen-komponen gaji terdiri atas:
- Gaji Pokok
- Tunjangan Keluarga
- Tunjangan Jabatan
- Tunjangan Beras
- Tunjangan PPh
- Uang Makan
- Uang Lembur

- Tunjangan Khusus.

3. Tujuan/Sasaran
Menjamin kelayakan hidup PNS, sehingga PNS yang bersangkutan dapat memusatkan perhatiannya

untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya

4. Ruang Lingkup Kegiatan
a. Pembayaran gaji pokok

b. Pembayaran pembulatan gaji PNS



c. Pembayaran tunjangan suami/istri PNS

d. Pembayaran tunjangan anak PNS

e. Pembayaran tunjangan struktural PNS

f. Pembayaran tunjangan fungsional PNS

g. Pembayaran tunjangan PPh PNS

h. Pembayaran tunjangan beras PNS

i. Pembayaran uang makan PNS

j.  Pembayaran tunjangan umum PNS

k. Pembayaran uang lembur

I.  Pembayaran tunjangan khusus/kegiatan

B. Penerima Manfaat

a. Stakeholder/pengguna jasa

b. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini meliputi:

a. Persiapan

b. Pembayaran gaji dan tunjangan

c. Evaluasi

Bulan
No Uraian Kegiatan
112]3]|4 6| 7 10 |11 |12

1. Persiapan
2. Pembayaran gaji dan tunjangan
4. |Evaluasi




D. Biaya
Perkiraan biaya yang diperlukan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS tahun 2019 adalah sebesar
Rp. 7.577.470.000,- (tujuh milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu
rupiah)., yang dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri

Ambon Tahun Anggaran 2019 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
PENGADAAN MAKANAN DAN MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH
BALAI RISET DAN STANDARDISAS! INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Bulan

Volume : 10 (sepuluh) bulan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Rl Nomor 43 Tahun 1999.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata
Kerja Kementerian Perindustrain;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian.



2. Gambaran Umum
Biaya penambah daya tahan tubuh merupakan biaya yang digunakan untuk perencanaan
kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat
menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh pegawai aparatur sipil negara yang
diberi tugas melaksanakan pekerjaan/tugas dan fungsi kantor, yang memberikan dampak buruk

bagi kesehatan pegawai dimaksud.

3. Tujuan/Sasaran
Menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh PNS, sehingga PNS vyang

bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsi kantor.

4, Ruang Lingkup Kegiatan

Pengadaan makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh 30 Orang PNS.

B. Penerima Manfaat
1. Stakeholder/pengguna jasa

2. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.
a. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola
b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegaitan meliputi:
a. Penyusunan rencana kerja
b. Pengadaan makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh

c. Evaluasi



No

Uraian Kegiatan

Bulan

1. Penyusunan rencana kerja
2. Pengadaan makanan dan minuman
4, Evaluasi

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pengadaan Makanan dan Minuman Penambah Daya

Tahan Tubuh PNS tahun 2019 adalah sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah),

yang dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Tahun Anggaran 2019 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
POLIKLINIK DAN PENGADAAN OBAT-OBATAN
BALAI RISET DAN STANDARDISAS! INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Bulan

Volume : 10 (sepuluh) bulan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Rl Nomor 43 Tahun 1999.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata
Kerja Kementerian Perindustrain;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian.



2. Gambaran Umum
Dalam rangka kebutuhan akan peningkatan kesejahteraan pegawai Balai Riset dan Standardisasi
Industri Ambon, maka salah satu fasilitas yang disediakan adalah palayanan poliklinik dan obat-
obatan, termasuk penyediaan tenaga dokter dan perawat untuk pemeriksaan kesehatan pegawai

secara rutin setiap minggu.

3. Tujuan/Sasaran
Menjaga/meningkatkan kesejahteraan pegawai Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon,

khususnya di bidang kesehatan.

4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Pemeriksaan kesehatan pegawai secara rutin

- Pemberian resep/obat-obatan.

B. Penerima Manfaat
a. Stakeholder/pengguna jasa

b. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.
a. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara kontraktual.
b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelasanaan kegiatan meliputi:
a. Penyusunan rencana kerja
b. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pegawai

c.  Evaluasi pelaksanaan kegiatan.



Bulan
No Uraian Kegiatan

1. Penyusunan rencana kerja

2. Pengadaan obat-obatan
3. Pemeriksaan kesehatan pegawai
4, Evaluasi

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Poliklinik dan Pengadaan Obat-Obatan tahun 2019
adalah sebesar Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), yang dibebankan atas
sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2019

dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Herny Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
PERAWATAN GEDUNG KANTOR
BALAI RISET DAN STANDARDISAS! INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Meter persegi

Volume : 2.380 m?

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata
Kerja Kementerian Perindustrain;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian.



2. Gambaran Umum

Perawatan gedung kantor merupakan kegiatan pemeliharaan rutin gedung/bangunan kantor
dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor tetap berada dalam
kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua
persen).

Luas gedung dan halaman kantor adalah 5000 m? yang terdiri dari gedung | (laboratorium dan
ruang kerja) seluas 616 m?, gedung Il (ruang kerja dan aula) seluas 776 m?, gedung Ill (laboratorium
dan ruang kerja) seluas 900 m?, gedung IV (bengkel) seluas 336 m? dan halaman kantor seluas

2.372m?

3. Tujuan/Sasaran
Memelihara asset negara serta memberikan rasa nyaman dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi.

4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Pembersihan
- Pengecatan bagian kantor

Penataan halaman

Perbaikan/penggantian bagian gedung.

B. Penerima Manfaat
a. Stakeholder/pengguna jasa

b. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.
a. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara kontraktual.
b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelasanaan kegiatan meliputi:
a. Pembersihan
b. Pengecatan bagian kantor

c. Penataan halaman



d. Perbaikan/penggantian bagian kantor

Bulan
No Uraian Kegiatan

1. Perencanaan

2. |Pemilihan penyedia barang/jasa
3. Perawatan gedung kantor
4, Evaluasi

D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Perawatan Gedung Kantor tahun 2019 adalah sebesar
Rp. 198.760.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang
dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun

Anggaran 2019 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
PERAWATAN SARANA KANTOR
BALAI RISET DAN STANDARDISAS! INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.

Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Unit

Volume . Inventaris kantor, 22 unit computer, 25 unit printer, 37 unit AC

split, 1 unit genzet 45 KVA, 1 paket peralatan laboratorium, 1

paket peralatan bengkel/proses.

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata
Kerja Kementerian Perindustrain;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian.



2. Gambaran Umum
Pemeliharaan sarana kantor merupakan kegiatan perawatan/perbaikan peralatan dan mesin yang
bertujuan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh
pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, AC split dan genzet
agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Pemeliharaan sarana kantor meliputi
pemeliharaan terhadap barang inventaris kantor, 22 unit computer, 25 unit printer, 35 unit AC

split, 1 unit genzet 45 KVA, 1 paket peralatan laboratorium, 1 paket peralatan bengkel/proses.

3. Tujuan/Sasaran
Mempertahankan barang inventaris kantor, personal computer/laptop, printer, AC Split dan Genzet

agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik.

4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Pemeliharaan inventaris kantor
- Pemeliharaan komputer
- Pemeliharaan AC split
- Pemeliharaan printer

- Pemeliharaan genzet

B. Penerima Manfaat
a. Stakeholder/pengguna jasa

b. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.
a. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara kontraktual.
b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelasanaan kegiatan meliputi:
a. Pembersihan
b. Pengecatan bagian kantor

c. Penataan halaman



d. Perbaikan/penggantian bagian kantor

Bulan
No Uraian Kegiatan

1. Inventarisasi sarana kantor

2. Pemeliharaan sarana kantor

4. Evaluasi

D. Biaya
Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pemeliharaan Sarana Kantor tahun 2019 adalah
sebesar Rp. 183.782.000,- (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah),
yang dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Tahun Anggaran 2019 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
LANGGANAN DAYA DAN JASA
BALAI RISET DAN STANDARDISAS! INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Bulan

Volume : 12 Bulan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata
Kerja Kementerian Perindustrain;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian.



2. Gambaran Umum
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pelayanan publik harus ditunjang dengan ketersediaan
daya dan jasa, seperti listrik, telepon dan air. Kegiatan Langganan Daya dan Jasa bertujuan untuk
menyediakan daya dan jasa, seperti listrik, telepon, air dan gas termasuk pembayaran atas denda
keterlambatan pembayaran langganan daya dan jasa Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

tahun 2019.

3. Tujuan/Sasaran
Tersedianya kebutuhan daya dan jasa yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta

pelayanan publik.

4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Langganan Listrik
- Langganan Telepon

- Langganan Air

B. Penerima Manfaat
a. Stakeholder/pengguna jasa

b. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.
a. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola.
b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelasanaan kegiatan meliputi:
a. Persiapan
b. Penyediaan langganan daya dan jasa

c. Evaluasi



Bulan

No Uraian Kegiatan
6789 |10(11]|12
1. Persiapan
2. Penyediaan langganan daya dan
jasa
4. |Evaluasi
D. Biaya

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Langganan Daya dan Jasa tahun 2019 adalah sebesar

Rp. 241.200.000,- (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), yang dibebankan atas

sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2019

dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 DAN RODA 2
BALAI RISET DAN STANDARDISAS! INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Bulan

Volume : 12 Bulan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata
Kerja Kementerian Perindustrain;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian.



2. Gambaran Umum
Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 (termasuk kendaraan sewa) merupakan
kegiatan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang bertujuan untuk mempertahankan
kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
Biaya pemeliharaan sudah termasuk biaya bahan bakar, namun belum termasuk biaya pengurusan
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarannya mengacu pada kententuan yang berlaku.
Khusus untuk kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya operasional

tersebut hanya diperuntukan untuk bahan bakar.

3. Tujuan/Sasaran
Mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan

peruntukannya.

4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Pemeliharaan 5 unit kendaraan roda 2
- Pemeliharaan 2 unit kendaraan roda 4

- Pemeliharaanl unit kendaraan sewa

B. Penerima Manfaat
a. Stakeholder/pengguna jasa

b. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.
a. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola.
b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelasanaan kegiatan meliputi:
a. Persiapan
b. Pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2

c. Evaluasi



Bulan
No Uraian Kegiatan

1. Persiapan

2. Pemeliharaan kendaraan roda 4

dan 2

4. Evaluasi

D. Biaya
Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 dan Roda 2
tahun 2019 adalah sebesar Rp. 148.380.000,- (serratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan
puluh ribu rupiah), yang dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi
Industri Ambon Tahun Anggaran 2019 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya

(RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI/KEARSIPAN
BALAI RISET DAN STANDARDISAS! INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Bulan

Volume : 12 Bulan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik

- Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;



- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata
Kerja Kementerian Perindustrain;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di
Lingkungan Kementerian Perindustrian;

- Peraturan Kepala ANRI Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan

Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara.

2. Gambaran Umum
Dokumentasi/Kearsipan merupakan sutau proses pengaturan dokumen/arsip mulai dari
penciptaan, penerimaan, pencatatan, dan penyimpanan. Proses kearsipan menggunakan sistem
tertentu dalam penyusunan dan pemeliharaan arsip agar dapat ditemukan kembali dengan cepat

dan tepat, serta mudah untuk pemusnahan arsip berdasarkan kriteria tertentu.

3. Tujuan/Sasaran

Memelihara dokumen/arsip agar dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat.

4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Penciptaan, penerimaan, pengumpulan dokumen/arsip
- Pengendalian, pemeliharaan dan perawatan dokumen/arsip

- Penyimpanan dan pemusnahan arsip.

B. Penerima Manfaat
a. Stakeholder/pengguna jasa

b. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.
a. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola.



b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelasanaan kegiatan meliputi:
a. Persiapan
b. Penyelenggaraan dokumentasi/kearsipan

c. Evaluasi

Bulan
No Uraian Kegiatan

1. Persiapan

2. |Penyelenggaraan dokumentasi

4. Evaluasi

D. Biaya
Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Perpustakaan/Dokumentasi/Kearsipan tahun 2019
adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), yang dibebankan atas sumber dana rupiah

murni (RM) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2019 dengan rincian

terlampir pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



KAK/TOR KEGIATAN
OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN
BALAI RISET DAN STANDARDISAS! INDUSTRI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2019

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perindustrian Rl

Unit Eselon | : Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Program : Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Hasil : Tersedianya paket teknologi dan kebijakan industri.
Unit Eselon/Satker : Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Kegiatan : Riset dan Standardisasi Bidang Industri

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya hasil riset dan standardisasi bidang industri.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran  : Bulan

Volume : 12 Bulan

A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;

- Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi Tata
Kerja Kementerian Perindustrain;

- Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/3/2017 tanggal 31 Maret 2017
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon Il dan IV di

Lingkungan Kementerian Perindustrian;



2.

Gambaran Umum

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Balai Riset dan Standardisasi Industri menyebutkan bahwa tugas Baristand Industri adalah

melaksanakan riset dan standardisasi serta sertifikasi di bidang industri. Kegiatan Operasional

Perkantoran dan Pimpinan ini bertujuan melaksanakan tugas melalui penyelenggaraan fungsi:

a. Pelaksanaan pemelitian dan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan
penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran
industri.

b. Penyusunan program dan pengembangan kompetensi di bidang jasa riset/litbang.

c. Perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan
penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk.

d. Pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil
riset/penelitian dan pengembangan, dan

e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah
tangga, koordinasi bahan penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi
dan pelaporan Baristand Industri, serta pengelolaan perpustakaan.

Kegiatan ini secara umum melaksanakan fungsi manajemen, sehingga mutlah dilaksanakan secara

rutin, dimana keberhasilan pelaksanaan program secara keseluruhan ditentukan melalui kegiatan

ini.

3. Tujuan/Sasaran

4.

Menjamin terselenggaranya/tercapainya tugas pokok dan fungsi Baristand Industri Ambon

Ruang Lingkup Kegiatan
Keperluan perkantoran
Pengiriman surat dinas
Honor operasional
Belanja barang operasional
Belanja sewa

Perjalanan dinas dalam rangka operasional kantor.



B. Penerima Manfaat
a. Stakeholder/pengguna jasa

b. Baristand Industri Ambon

C. Strategi Pelaksanaan.
a. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola.
b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan pelasanaan kegiatan meliputi:
a. Persiapan
b. Penyelenggaraan operasional perkantoran dan pimpinan

c. Evaluasi

Bulan

No Uraian Kegiatan

1. Persiapan

2. Operasional perkantoran dan

pimpinan

4. Evaluasi

D. Biaya
Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan Operasional Perkantoran dan Pimpinan tahun 2019
adalah sebesar Rp. 1.880.458.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus lima
puluh delapan ribu rupiah), yang dibebankan atas sumber dana rupiah murni (RM) Balai Riset dan
Standardisasi Industri Ambon Tahun Anggaran 2019 dengan rincian terlampir pada Rencana Anggaran
dan Biaya (RAB).
Ambon, 20 Juli 2018

Kepala Baristand Industri Ambon

Henry Pajow



